


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingen kegiatan
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh Tahun 2025
lerlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku

l-aporan im disusun sebaga) amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informas: Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi ( PPID) Pemerintah Aceh selama Tahun 2025,

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh berpedoman
pada peraturan perundang-undangan vang berlaku, antara lain Peraturan Gubernur Aceh
Nomor | Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada
Pemenntah Aceh, serta Keputusan Gubemnur Aceh Nomor 500.12.18.1,7262025 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubemnur Aceh Nomor 903/78/2022 Tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informas: dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik
secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan melibatkan PPID Pembantu pada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta memanfaatkan media lavanan berbasis
elektronik melalw laman resmi PPID hups: ppid o chipron cood dan situs Pemerintah Aceh
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Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam
peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemenntah
Aceh pada masa vang akan datang  Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan
kekuatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik demu terwujudnva tata kelola
pemenntahan vang baik.

Banda Aceh, Februan 2026
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH ACEH &
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Dr. EDI YANDRA, S.STP, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19751105 199612 1 002
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PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum PPID Aceh
1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan [nformasi Publik (UU
KIP) merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
di Indonesia, termasuk penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Pemerintah Aceh. Penetapan PPID terscbut mengacu pada Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP serta Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

Pemerintah Aceh pertama kali membentuk dan menunjuk PPID pada Tahun 2010
melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Keputusan
tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir ditetapkan melalw
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.12.18.1/726/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, yang menjadi dasar pelaksanaan
PPID hingga Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, PPID Aceh berupaya memberikan pelayanan informasi publik
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 3 UU KIP. Selain itu, pelaksanaan pelayanan informasi publik juga mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negen dan Pemerintah
Daerah, yang mengamanatkan pengembangan sistem pelayanan informasi publik pada badan
publik.

Kebijakan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemenintah Aceh
secara berjenjang juga berpedoman pada regulasi daerah, antara lain Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT), serta Peraturan Gubemur Aceh Nomor |
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pemerintah Aceh.
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Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemenntah Aceh dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh
(SKPA). Struktur kelembagaan PPID terdiri atas Gubernur Aceh sebagai Pembina, Sekretaris
Daerah Aceh sebagai Atasan PPID sekaligus Pengarah, Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Aceh sebagai PPID Utama, yang didukung oleh Tim Sekretanat
PPID Utama. PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas atau pejabat yang membidangi
kehumasan pada masing-masing SKPA.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh;

Tim Partimbangan

———— Atasan PPID

Gubernur Aceh
Pambina

:

Sekretaris Daerah Aceh

|

Kadls Kominfo Aceh
PPID Utama

B

Kepala Bidang PLIP
Pelaksanan Harian PPID

:
I

L

Pelayanan Infarmas|

dan Dokumantasi

Klasiflknsi Informasi

Sangketa Informasl

Pengelols Aplikasi
Database PPID

I
I
Pangelola Date dan i Fasilitas| Penyelasaian
I
|
I

Y

PPID Pembantu
Satusn Kerja Perangkat Aceh

Dalam implementasi keterbukaan informasi publik, Pemerintah Aceh secara konsisten
menunjukkan komitmen yang tinggi. Hal tersebut tercermin dari berbagai penghargaan vang
diterima dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi
Informasi Pusat, di mana Pemerintah Aceh secara berkelanjutan meraih predikat Badan Publik
[nformatif hingga Tahun 2025, Capaian tersebut menjadi dasar penguatan dan peningkatan
kualitas layanan informasi publik pada Tahun 2026.
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Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui layanan langsung pada Sekretanat
PPID Aceh yang berlokasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh serta
melalui layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan seluruh SKPA. Akses layanan
informasi publik dapat dilakukan melalui situs resmi Pemerintah Aceh hitps. ‘acehprov go.d
dan portal PPID Aceh hups '/ ppid acehprov go id.

Dari aspek sumber daya manusia, pelayanan informasi publik didukung oleh aparatur

yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Bidang Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik. Selain itu, Pemerintah Aceh juga memberikan dukungan pendanaan
yang memadai setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan keterbukaan
informasi publik secara berkelanjutan.

Tabel A_1. Daftar Penerimaan Penghargaan Anugerah KIP PPID Aceh

TGL/ YANG
NO TAHUN PERINGKAT | NILAI | DISERAHKAN TERIMA TEMPAT
N % Wapres - Sanasi s
2013 Boediono (KaUPTD) | P
Zaini Abdullah | Istana
2 i Wapres-Jusuf | (G henrur | Wapres
s Aceh) Jakarta
Presiden Joko Zaini Abdullah 15‘““.“
3 15-12-15 I Widodo (Gubenrur Presiden
Aceh) Jakarta
Jakarta
Wapres Jusuf Hasanuddin Istana
4 16-12-16 | I Kalla (PPID Aceh) | Wapres
Jakarta
Istana
Wapres Jusuf Marwan Nusuf
s [21-12-17 | IO 90,47 Wapres
Kalla (PPID Aceh) | .0
: ; Istana
6 |05-11-18 Menuju Wapres Jusuf Nova Iransyah Wapres
Informatif Kalla (PIt. Gubernur) Tokeita
Istana
7 1-11-19 Menuju 80.07 Wapres Ma'ruf Marwan Nusuf | Wapres
. Informatif ; Amin (PPID Aceh)} | Jakarta
. Nova Iriansyah | Istana
8 |25-11-20 | Informatif 96,73 f;‘:n“f‘ Matuf | Gubemur Wapres
{ Aceh) Jakarta
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4 Nova Inansyah | Istana
9 26-10-21 Informatif 96,93 rﬁﬁ Ma'ruf (Gubernur Wapres
Aceh) Jakarta
: Menkopol hukam | Marwan Nusuf
10 |14-11-22 | Inf
ormatif 98,64 Mahmud MD (PPID Aceh) Jakarta
X Achmad Istana
11 |19-1223 | Informatif | 9837 | VapresMaruf | \oouki (8. | Wapres
Gubernur) Jakarta
Ketua KI Pusat
12 1221224 | Informatif | 9831 | Donny {'“Pmpm“”A' NUSUF'| jokarta
Yoesgiantoro —
Ketua Bidang .
97,06 | Regulasi dan 3"?&
13 | 15-12-25 | Informatif Kebijakan Publik | ¢'gro"vigp | Jakarta
K1 Pusat, Gede AR
Natirae (PPID Aceh)

Prestasi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh beserta seluruh jajarannya
secara konsisten dan berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik di lingkungan
Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Gampong.

2. Sarana Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh pada Tahun 2025 berada di
bawah koordinasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh selaku Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh. Sekretariat PPID Aceh beserta desk
Layanan Informasi berlokasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Jalan '
Sultan Alaidin Mahmudsyah Nomor 14, Banda Aceh, dengan gedung yang representatif,
strategis, mudah dijangkau, serta didukung akses transportasi yang memadai.

Selain pelayanan tatap muka, pelayanan informasi publik juga dilaksanakan secara
daring dan telah terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), serta
diadopsi oleh 23 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 39 Gampong/Desa. Pusat layanan informasi
publik dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Aceh dan PPID Aceh yaitu
hitps //acehprov.go id dan hups:// ppid. acehprov go.id, serta melalui aplikasi berbasis Android

untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
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3. Sumber Dayva Manusia

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Aceh Tahun 2025 didukung oleh
sumber daya manusia yang berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh,
khususnya pada Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan dan Layanan
Informasi Publik. Ketersediaan sumber daya manusia vang kompeten dan sesuai dengan
kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel benkut:

Tabel A.2 Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan
Tahun 2025

N Jaba Riwayat Pendidikan s
. e sMA | s1 | s2 | s3 | '™

Kepala Dinas Kominfo dan 1 I
Persandian

Kepala Bidang PLIP ( |

Analis Kebijakan Ahli Muda 1 1
Kepala Bagian Bantuan Hukum | l
Setda Provinsi Aceh

Kepala Subbagian Legislasi Setda
Provinsi Aceh

6 | Staf Sekretariat PPID 3 3 6

I

£ | W

Jumlah 3 5 2 1 11

4. Pendanaan

Dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Aceh
menunjukkan komitmen dan konsistensi yang kuat, baik dari sisi penyediaan layanan informasi
publik maupun dukungan pendanaan. Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang
setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan, seiring dengan bertambahnya
cakupan kegiatan dan penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik.

Peningkatan anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan strategis,
antara lain pelayanan informasi publik, penguatan kelembagaan Komisi Informasi Aceh (KIA),
serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan e-government di hingkungan
Pemerintah Aceh. Rincian anggaran keterbukaan informasi publik sejak Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel A3 Anggaran Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Aceh
Tahun 2016 s.d. 2025

No Tahun

Jumlah (Rp)

Keterangan

I | 2016

1.147.967.000,-

Anggaran pelayanan informasi publik

2017

1.303.910.000,-

Khusus pelayanan informasi di PPID Aceh

2.204.645.000,-

Pelayanan informasi publik

2
3 | 2018
4 12019

3.500.000.000,-

Pelayanan informasi publik

5 12020

6.03]1.698 985 -

Terdin dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP, termasuk anggaran
Komisi Informasi Aceh (KIA) dan Tim Sistem
Informasi Aceh Terpadu (SIAT)

6 |2021

7.664.463.000,-

Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penvelenggaraan KIP, yaitu anggaran KIA dan
Tim Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT)

7 | 2022

10.863.996.837,-

Terdin dari kegiatan layanan informasi publik,
tata kelola K1A, serta pengembangan e-
government melalui Sistem Informasi Aceh

Terpadu (SIAT)

8 | 2023

26.612.986.887.-

Terdiri dari kegiatan pelayanan informasi
publik, penguatan tata kelola Komisi Informasi
di Daerah, dan pengelolaan e-government di
lingkup Pemerintah Provinsi

9 |2024

31.439.056.353,-

Terdin dani kegiatan pelayanan informasi
publik, penguatan tata kelola Komisi [nformasi
di Daerah, dan pengelolaan e-government di
lingkup Pemerintah Provinsi

10 | 2025

Terdin dari kegiatan pelayanan informasi
publik, penguatan tata kelola Komisi Informasi

3?3333@32&," d.l Dﬂ.ﬂmlh dﬂ.ﬂ anﬁ[u]m e—gu\’ﬂl‘[ﬂﬂm d’

lingkup Pemenntah Provinsi

Secara umum, tren peningkatan anggaran fersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh
dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, transparan,
dan akuntabel hingga Tahun 2025.
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B. Layanan Permohonan Informasi Publik

1. Mekanisme Perolehan Informasi

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,
mekanisme perolehan informasi publik merupakan salah satu aspek yang sangat krusial,
Proses perolehan informasi publik harus dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan
berpedoman pada prinsip cepat, tepat waki, serta berbiaya ringan. Prinsip tersebut
menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi yang

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh melalui PPID menyediakan prosedur permohonan
informasi publik yang sederhana dan mudah dipahami. Permohonan informasi dapat diajukan
oleh masyarakat secara langsung melalui desk lsyanan informasi maupun secara daring
melalui platform layanan informasi publik yang telah disediakan. Mekanisme ini diharapkan
dapat memberikan kemudahan akses informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan
informasi publik kepada masyarakat.

. [ E— I = B =N =

Tata Cara Permintaan Informasi Publik
| Pemohon mengejuken permohonen ateu permintaan informesi ke PPID Aceh dengen

mengisi formulir dan kelengkapen syeral berups KTP begi persecrangan. KTP pimpinen
orgenisesi don ekla notaris beql lembege eteu orqanisaest

2 Petuges leyenan PPI0 Aceh menverilikesi berkas permintaen informesi publik

3 Jika berkes lengkap. make PPID Aceh shan meregisirasi perminlean inlormasi publik
dengen menyerahkan tanda bukti kepada pemohon PPID Aceh memberikan pemberitahuan
tertulis berupe jawaban alas permintesn informasi publik paling lembet 10 hari kerje sejak

permintesn direqistrasl
4 lika lidak lengkap. PPI0 Aceh meminta pemohon melengkapi berkas permintean informasi

publik dengan menqgirimkan surel ketidaklengkapen syeral Kelengkapon berkas diterima
paling lambet 3 hari kerja

5 lika informes: belum didokumentesiken. meka PPID Aceh menyampaikan perihel
per panjengan waklu jawaban permintasn informesi publik peling lambat 7 heri kerje sajek
jotuh lempo pemberitahuen tertulis dan lidek depel diperpanjang

& lika pamohon pues dengan pemberilahuan tertulis/jewaben informesi publik, meke
pelayanen informesi publik selesel ks |idak pues abeu lidek terlanggepi permintaan
wﬂ;.uﬂmuhun berhak menqejulan kebereten informasi




Adapun hak-hak Pemohon Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik berhak untuk memperoleh informasi publik yang berada di

Badan Publik, kecuali :
a. Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi dapat :
- Menghambat proses penegakan hukum;
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi serta kemauan terakhir atau
wasiat seseorang;
- Mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang
pengadilan;
- Informasi lain yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
belum didokumentasikan.
berupa nomor pendaftaran dari Petugas Pelayanan Informasi atau PPID.

. Dalam hal tanda terima permohonan tidak diberikan, Pemohon Informasi Publik berhak
meminta penjelasan kepada Petugas Pelayanan Informasi atau PPID, yang dimungkinkan
diterima atau ditolaknya permohonan informasi dalam jangka waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Badan Publik.
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5. Badan Publik dapat memperpanjang jangka waktu pemberian jawaban tertulis paling
lama 1 (satu) kali perpanjangan selama 7 (tujuh) hari kerje, dengan disertai alasan yang
jelas.

6. Bisya penggandaan atau penyalinan informasi publik dibebankan kepada Pemohon
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pimpinan Badan
Publik.

7. Apabila Pemohon Informasi Publik tidak puas terhadap keputusan Badan Publik, baik
karena permohonan informasi ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, Pemohon
Informasi Publik berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui alasan penolakan.

8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang disjukan oleh
Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan

9. Apabila Pemohon Informasi Publik tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID,

‘- Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
informasi kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak tanggapan Atasan PPID diterima.

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan di PPID Aceh

Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon Informasi apabila ditemukannya
alasan sesuai Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik. Adapun tata cara pengajuan keberatan informasi publik yaitu
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Tata Cara Pengaj_ue;n Keberatan
Informasi Publik

1 Pemohon mengisi formulir pengajuan keberaten eles permintasn informasi publik
Z Peluges PPID Aceh menverifikesi kelengkapan berkas pengajuan keberaelan alas 1
permintaan inlormasi publik
5 Petuges PPID mereqisires: pengajuan keberatan atas permintasn informasi publik
dengen memberikan landa bukti keberstan
4 Pengejuan keberalen alas permintaen informasi publik ditujuken kepads atesen PPID
| Aceh
5 Atasan PPID Aceh memberi tanqgapan kepade pemohon paling lembet 30 hari kerje
- sajok diregisiresi pengajuan keberaten sles perminteaan informasi publik
& Jike pemohon pues dengan langgepen ates keberalen meka pelayanan informasi
publik selesal
7 like pemohon tidak puas lerhedap tanggapan stas keberalan maka dalem wekiu ¥
hari kerje seteloh langgapen. dape! menqajuken permohonan sengkela informasi publik
- ke Komisi Informesi
b

- Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik
langsung atau online di pusat layanan.

- Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta meregister Formulir Keberatan
Informasi tersebut.

3. Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID,

. PPID Acch akan berkoordinasi dengan stasan PPID dan Dinas terkait atau PPID
Pembantu di SKPA untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan
Informasi dimaksud.

- Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/ PPID
Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja. Pengajuan
keberatan akan dilakukan oleh pemohon Informasi apabila ditemukannya alasan
a. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;

b, Tidak disediakannya Informasi berkala;

¢. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak scbagaimana yang diminta;
c. Tidak dikabulkannys Permintaan Informasi Publik

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;
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g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu.
3. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak

Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Acch selama periode
Januari sampai dengan Desember 2025 terdiri dari permohonan yang diajukan oleh individu
serta instansi/lembaga. Seluruh permohonan tersebut diproses sesuai dengan mekanisme dan
prosedur pelayanan informasi publik yang berlaku.
ditolak disajikan secara lengkap dalam Rekap Daftar Permohonan Informasi Publik
sebagaimana tercantum pada Lampiran | Rekap Daftar Permintaan Informasi Publik, yang
publik di lingkungan Pemerintah Aceh.

4. Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah pengajuan keberatan serta penyclesaian sengketa Informasi Publik yang
terjadi pada Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut, yang memuat data secara rinci
mengenai jumlah keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, tahapan penanganan
keberatan, serta status penyelesaian sengketa Informasi Publik.
undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas, transparan, serta akuntabel mengenai pelaksanaan pelayanan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Aceh.
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Tabel B.1 Rekap Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Tahun 2025
No Uraian Jumlah
1 | Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi 3
2 | Jumlah Tanggapan Keberatan Informasi yang Diberikan 3
3 | Jumlah Sengketa Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh 3
4 | Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi di KIA melalui Mediasi 3
5 | Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi 3
6 | Jumlah Sengketa Informasi yang Diajukan ke Pengadilan 0

Berdasarkan data jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi
Publik sebagaimana disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025
pelaksanaan penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Aceh berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Jumlsh keberatan dan sengketa Informasi Publik pada Tahun 2025
menunjukkan kondisi yang relatif terkendali apabila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Rekap Daftar Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.

5. Rekap Update PPID Kabupaten/Kota dan Gampong

Pengembangan aplikasi dan inovasi layanan PPID pada tingkat Kabupaten/Kota di
Aceh terus dilaksanakan sebagai upaya penguatan sistem pelayanan Informasi Publik yang
terintegrasi dan berkelanjutan. Terdapat 23 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah
mengadopsi dan mengimplementasikan aplikasi PPID dengan skema duplikasi dari aplikasi
PPID Aceh. Implementasi ini bertujuan untuk menyeragamkan standar layanan Informasi
Publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, serta memudahkan akses masyarakat
terhadap informasi di tingkat Kabupaten/Kota.
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Aplikasi PPID yang digunakan oleh Kabupaten/Kota tersebut telah terhubung melalui
munmmumrmgmhhﬂmhdmhuﬂmpiwhwmm
pchyaumpmhnmnhfurmuihhﬁkmduiug. Melalui pengembangan dan
mﬁmmmmwmpchhmmkdnbﬁmhfmimmdi
IWM@M&MWMMMMM
mma.sejﬂmdmmmmpmmmmmmbmm

Tabel B.2 Rekap Pengembangan Aplikasi dan Inovasi Layanan PPID Kabupaten/Kota,
hingga Tahun 2025
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PPID Acch

PPID Acch
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Tabel B.3 Perkembangan PPID Gampong di Aceh yang Telah
Mengadopsi Aplikasi PPID

No Kecamainn Kabupaten/Kota Link Aplikasi PPID Kreterangan
I | Ujong Batee Pasic Raja Aceh Selatan ppid.ujongbatee gampong.1d Pendamnpingan
2 | Sapik Kluct Timur Acch Selatan ppid-sapik.gampang id Pendampingan
3 | Tanjung Hampan Meukek Acch Sclatan ppid tanjungharspan gampong.id Pendampingan
4 Lhok Bengluang Tapaktuan Aceh Sclatan ppid.lhokbengkuang gumpong id Pendampingan
5 | Pasi Meurspat Kluet Selatan Aceh Selatan ppid pasimeurapat gampong.id =

6 | Bukit Kemuning Jagong Jeget Aceh Tengah ppid.bukitkemuning gempong id Pendampingnn
7 | Mermh Mersa Lut Tawar Aceh Tengah ppid.mershmersa. gampong.id Pendampingan
§ | Pinangsn Kebayakan Aceh Tengah ppid.pinangan. gampong. id Pendampingan
5 | Kemili Bebesen Aceh Tengah ppid.kemili.gempong.id Pendampingan
10 | Buket Meutush Langsa Timur Kota Langsa ppid.buketmeutush gampong id Pendampingan
Il | Timbang Langsa Langsa Baru Kota Langsa ppid timbanglangsa gampong.id Pendampingan
12 | Seulalsh Baru Langsa Lama Kota Langsa ppid.seulalahbaru. gampong.id Pendampingan
13 | Meurandeh Teungoh | Langsa Lama Kota Langsa ppid.meurandeh. gumpong . id Pendampingan
14 | Meunasah Timu Peusangan Bireuen prid meunssahtimm. gampong.id Pendampingnn
15 | Peunyerut Bands Rays Kota Banda Aceh | ppid.peunyerat.gampang id Pendampingan
16 | Lampulo Kuta Alum Kota Bands Aceh | ppidlampulo gampong.id Pendampingan
17 | Babussalam Bukit Bener Meriah ppid babussalam gempong.id -

18 | Puja Mulia Bandar Bener Meriah ppid.pujzmulis gampong. id -

19 | Tumbo Baro Kuts Maluks Acch Besar ppid. mumbobero, gampong.id Pendampingan
20 | Lam Bheu Darul Imarsh Aceh Besar ppid lambheu gampong. id Pendampingan
2] | Blang Kolak | Bebesen Aceh Tengah ppid.blangkolaki. gampong.id Pendampingan
Z2 | Pasi Pinang Meurcubo Acch Barat pasipinang ppid gampong.id Pendampingan
23 | Cot Damt Samabigs Aceh Barat pampongeoudart ppid gampong. id Pendampingan
24 | Kampung Belakang | Johan Pahlawan | Acch Barnt kampungbclakang ppid.gempong.id | Pendampingan
25 | Pasar Acch Johun Pahlewsn | Aceh Barmt gampongpesarmceh. ppid. gampong id | Pendampingan
26 | Ujong Kalak Johan Pahlawen | Acch Bamt ujonghalak ppid. gampong.id Pendampingan
27 | Suak Indmpuri Johan Pahlawan | Aceh Barnt suakindrupuri. ppid. gempong. id Pendampingan
28 | Matang Glumpang Prusangzn Bircuen - Pendampingan
29 | Geulanggang Kota Juang Bireuen geulangganggnmpong ppid gampong. | Pendampingan
30 | Bircuen Meunasah Kota Juang Bircuen - Pendampingan
31 | Bilang Biadeh Jeumpa Bireuen - Pendumpingan
32 | Kuis Barui Sukakarya Kota Sabang kutabarat, ppid. gampong.id Pendampingan
33 | Kute Atcuh Sukakarys Kot Sabang kutanteuh. ppid. gampong.id Pendampingan
34 | Ie Meules Sulmjzys Kot Sabang iemeulee.ppid gampong id Pendempingan
35 | Bale Redelong Bukit Bener Meriah baleredelong ppid gampong id Pendempingan
36 | Babussalam - Bener Mermh - Pendampingan
37 | Blang Dalum = - blangdalam ppid.gampong,id Pendampingan
38 | Cot Baroh Glumpang Tiga | Pidie cotbaroh ppid gumpong.id Pendamplngun
39 | Mee Tunoh Peukan Baro Pidie meetanoh. ppid. gampong.id Pendampingan




C. Tujuan
Laporan Pelayanan Informasi Publik ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Scbagaibmhlkpmcnuhmkcwajibmﬂadnnhbﬁkdﬂmnmﬂuymlnpum
pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksan Informasi Publik serta Pasal 56
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

2. Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan Pelayanan Informasi
Publik pada Sekretariat PPID Utama yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Acch selama tahun anggaran berjalan.

3. Scbagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan keterbukaan
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan
gampong, serta scbagai referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan kajian terkait
implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Scbagai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Aceh dalam pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keterbukaan Informasi
Publik.

5. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memenuhi

hak masyarakat untuk mengetahui informasi pembangunan di Aceh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik.

D. Hambatan dan Kendala

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, pelaksansan tugas dan fungsi PPID Utama serta PPID

Pembantu di lingkungan Pemerintah Acech pada Tahun 2025 pada prinsipnya telah berjalan
sesuai dengan target yang ditctapkan. Namun, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada
tidak terlaksananya sejumlah kegiatan rutin, seperti Forum PPID Kabupaten/Kota, Rapat
Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID, serta kegiatan peningkatan kapasitas PPID di
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lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), sehingga pelayanan Informasi Publik
belum sepenuhnya optimal.

Selain keterbatasan anggaran, masih terdapat hambatan berupa rendahnya komitmen
pimpinan di scbagian pemerintah kabupaten/kota dan gampong dalam penguatan pelayanan
Informasi Publik, serta belum meratanya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten
di bidang pelayanan Informasi Publik dan teknologi informasi. Kondisi tersebut berimplikasi
pada masih adanya pengajuan sengketa Informasi Publik oleh masyarakat melalui Komisi
Informasi Aceh.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, PPID Aceh tetap berkomitmen menjalankan
peran pembinaan melalui pendampingan kelembagaan PPID, pengembangan aplikasi basis
data PPID terintegrasi berbasis website dan Android, serta penguatan website layanan
Informasi Publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, PPID Aceh menjalin
kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan,
BPSDM Aceh, serta bersinergi dengan media massa sebagai upaya berkelanjutan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan dan diseminasi Informasi Publik di Aceh.

E. Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Sehubungan dengan berbagai hambatan dan kendala sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, PPID Aceh tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota dan Gampong.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan
yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, sebagai dasar dalam
memperkuat tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta kualitas layanan Informasi Publik
secara berkelanjutan.

F. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2025, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) pads umumnya telah
berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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2. Dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik, PPID Aceh telah
mﬂnbangundanmupnrkumkmrdmmmmdmmnhcrbm unsur pemangku
kepentingan (stakeholder) terkait.

3. FPIDUmmaulnhnuhh;knnupayapmguamnkelembagnmdmpmingknmhpasim
mbﬁdnyammuﬂamhﬂkﬂhqiuﬁnmﬂﬂuikcgiamnpmdmphgmdiﬁnm
SKPA, pemerintah Kabupaten/Kota, dan Gampong,

4. PPID Aceh telah melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi pelayanan
Informasi Publik berbasis website yang terintegrasi dengan seluruh SKPA dan dapat
diakses melalui perangkat Android, yang hingga Tahun 2025 telah diadopsi oleh 23 (dua
puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota dan 39 (tiga puluh sembilan) Gampong di Aceh.

5. Penyediaan layanan Informasi Publik melalui aplikasi PPID telah memperhatikan prinsip
inklusivﬂasdmgmmmgnknmoduikcbumhmnhminfurmaﬂhagipmﬂndmg
disabilitas,

6. Dalam mendukung implementasi keterbukaan Informasi Publik, PPID Aceh menjalin
kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga
pendidikan lainnya.

7. Pemerintah Aceh telah menyusun dan menetapkan regulasi daerah terkait keterbukaan
Informasi Publik, antara lain Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik, serta
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahbun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi
Nomor | Tahun 2021.

2. Saran-Saran
Berdasarkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, disampaikan saran
sebagai berikut:

1. PPID Pelaksana di lingkungan SKPA diharapkan terus mengembangkan inovasi layanan
Informasi Publik melalui penyediaan layanan yang inklusif, pengelolaan dokumen yang
tertib, dukungan anggaran yang memadai, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik
secara berkala,
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2. PPID Pelaksana, PPID Kabupaten/Kota, dan PPID Gampong diharapkan terus
meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik sebagai amanah Undang-Undang
Nomor |4Tmm2m3mmkmmmfnmpuhmmwhgtmdm
upaya reformasi birokrasi.

Punamnhﬁmhhﬂﬁmjnjmnnyadihnnpkmmkmmmdﬂm
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memenuhi hak masyarakat

mmfmi.mmduhmgmﬂmmdmpmbamtnmknmpﬁidim

Banda Aceh,  Februari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
f» DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH ACEH 2
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Dasar Hukum

DlmhukmymgdipnimiulchPPIDUumlA:chyninr

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi danDokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan
Daerah.

. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar Layanan [nformasi
Publik.

- Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.

. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
dan penjelasannya.

; memﬂuhemmknehﬁomﬁ#TnhmMZZtmtmngiwrmgdemm
Pelayanan Informasi Publik.

: Pmmmnﬂubcmurﬁmhﬁmlhhunmﬂmhdmmmluhm
Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.

- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/933/2023 tentang Penetapan Informasi Publik
Yang Dikecualikan Pemerintah Aceh.

- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

- Keputusan Gubemur Aceh Nomor 500.12.18.1/726/2025 Tentang Perubahan Ke Tiga
Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 Tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

S:muadlmhuhnndllmbiﬂdmnduhd:hmmwcbmt:mﬂmm

dengan link Imgsm:ugn]m }“I.'I.‘I:l.‘l https ‘ppid scehpeon BO. il OWS DEge persliann
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Kewajiban Badan Publik

. S 4

& .

Adapun kewajiban Badan Publik yaitu:
|. Menyiapkan regulasi bidang pelayanan berupa Peraturan Gubernur/Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kota,
2. Mengeluarkan Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Organisasi dan PPID.
3. Mengeluarkan Keputusan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik tersedia
4. Menyiapkan tata cara dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
. Menyiapkan meja layanan, sarana prasarana dan penganggaran.
Melakukan pengembangan pelayanan informasi melalui teknologi informasi,

 Tugas dan Wewenang PPID Utama |

Adapun tugas dan wewenang PPID Utama yaitu:
Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpulan DIP dari PPID Pembantu.
Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekwensi
oleh Tim Pertimbangan (atasan PPID) dan PPID Pembantu.

Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja’komponen satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Aceh.

Menolak memberikan mformasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
pﬂwﬂmgmdmmﬂclepsikmpﬂnmuhmpmminmninfmﬂkmdaFPﬂ)
Pembantu.

Melakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan PPID Kab/Kota.

Membuat laporan pelayanan informasi kepada atasan PPID, Komisi Informasi Aceh, dan
Komisi Informasi Pusat, Kemendagri dan Kominfo RI Melalui Evaluasi dan Pengawasan
di PPID Pembantu,

>
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L Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

Adapun tugas dan wewenang PPID Pembantu atay Pelaksana yanu
Menetpkan Tim Pengelola Informasi yang dibantu oleh lenaga fungsional, Admimistras:,
Arsiparts, Pustakawan Pranata Humas dan Pranata Komputer
Mengkoordinasikan dan  mengkonsilidasikan pengumpul bahan informasi dan
dokumentasi (DIP) dan Unit Kerja

Menyimpan, mendokumentasikan, menvediakan dan memberi pelayanan  informasi
kepada publik. Laporan PPID Tahun 2025,

Melakukan verifikasi bahan informasi publik

Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID
Utama.

Berkewenangan  memberikan  pelayanan  informasi  sesuai  ketentuan  dan
perundangundangan yang diketahui disetuju oleh kepala SKPA/Unit Kerja

Membuat dan menginm laporan ke PPID Utama, Komisi Informasi Aceh, dan Komisi
Informasi Pusat per tnwulan/semesteran/tahunan
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TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA
KE KOMISI INFORMASI

Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi digjukan Pemohon
Informasi publik selambar-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas
sural keberatan pemohion informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhimya
masa 30 han kerja baw aasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis
atas surat keberatan dan pemohon informasi publik:

I Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun
kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatang langsung kantor komisi informas:
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danmmemlﬂpamgasadmjnismi-pengndnmdmpmytlemimimgkminfmi
ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online seperti email;
2. P:mnhunsmgkmiufntmsipuhlikmjibmelmgkapibakupamnhampmgajum
mhﬁmm&mlmm@mmwmm
sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi;
LPmuhuummgiﬂFannPatmuh:umycImianSmgkmhl‘umsiymgtﬂah
disediakan petugas;

b. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

¢. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda
terimanya (jika ada);

d. Mmbawnbukﬁpmg&jumkehmmkcpﬂdnﬂndmhlblikdanmdatmimmyn;

e. Mmhawabukﬁjawnbankebemmduﬁﬂadmhhlikbmmndamﬁmyaﬁika
ada);

£ hhmbambnkﬁidmﬁm(l-ldmﬁMyangmhﬂimfomkupiKmedaPmduduk,
Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga
negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam
hal Pemohon adalah Badan Hukum, 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang).

3. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta
registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses
patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi
tahap pemeriksaan awal.
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* Prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
¢ Mengajukan Permintaan tertulis/tidak tertulis.
« Jawaban dari Badan Publik (paling lambat 10 hari + 7 hari kerja)

10 Hari

. < N\
et ﬂ—-ﬂ*—*‘ﬂﬁw e
1 l

- Alat/media - Alasan
- Biaya - Rujukan Lain
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TAMPILAN APLIKASI PPID ACEH DI ANDROID

PPID Provinsi Aceh

Statistik Umum -
Total Unduhan ——
(I
520 842.033 S
(E)

Total iInformasi Permahanan g
ozt 7.566 £l 990 @
=

Selesal Kebaratan

o
0 547 5 g0 N
¥- Statistik Informasi Publik =,
1)

AL

Setiap Saat 2050
Berkala 4632

Serta Merta BS3

Dikecualikan 0O

Aplikasi PPID Aceh versi android hlsa diunduh di l"mglc Playstore dmgnn link

itpa: AAMIE IS CauT] sloHL Ay | || Faceh diskominsg . ol
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Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi diajukan Pemohon
Informasi publik selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas
surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhimya
masa 30 har kerja bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis
atas surat keberatan dari pemohon informasi publik:

I. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun
kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi
dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi
ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online seperti email:

2. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan
sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa
informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi;

a. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah
disediakan petugas;

b. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda
terimanya; |

¢. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda
tenimanya (jika ada);

d. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya,

€. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika
ada),

£ Membawa bukti identitas (1. Identitas yang sah yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, |
Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga
negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal
Pemohon adalah Badan Hukum, 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang).

3. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta
registrasi maka 14 hari kena setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses
penyelesaian sengketa informasi publik dengan diawali melakukan pemanggilan secara
patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap
pemeriksaan awal.

Laporan PPID Tahun 2025 -
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FORUM KOORDINASI PPID

KABUPATEN/KOTA SE-ACEH KE XIV
Tanggal 10 Juli 2025

PRGN AL o T - ] Tl TV gl AT
Bangis Menagiatiun Pelapsrm formay bk @ Acel”

it Py p de Tw- Gl

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandi
B.HSc,MA Memberikan Materi

bagi Peningkatan IKIP di Aceh.

an Aceh, Bapak Marwan Nusuf,
terkait Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik

Bapak Safrizal AR, S.So0s., MM selaku Plh PPID Utam
terkaitPemberdayaan dan Pen

Kabupaten/Kota dan Gampong.

a Aceh sedang memaparkan materi
guatan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik di

Laporan PPID Tahun 2025




FORUM KOORDINASI PPID

KABUPATEN/KOTA SE-ACEH KE XIV
Tanggal 10 Juli 2025

| 4
'

i

RN '

.,_# -
=

PESERTA FORUM KOORDINASI PPID KABUPATEN/KOTA SE-ACEH KE XIV.
E

REGISTRASI PESERTA FORUM KOORDINASI PPID KABUPATEN/KOTA SE-
ACEH KE XIV.

—-__——————____
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‘Pendampingun PPID
Gampong
Tanggal 28 Agustus 2025

: r -M ’ 3
M. Rifyalsyah, S. STP, MAP Selaku Moderator memandu acara pada kegiatan
pendampingan PPID Gampong yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe.

e

Peserta Pendampingan PPID Gampong mendengarkan materi yang disampaikan
oleh narasumber

Laporan PPID Tahun 2025




..'Pendampingan PPID
Gampong
Tanggal 28 Agustus 2025

Bapak Safrizal AR, S.Sos., MM selaku Plh PPID Utama Aceh sedang
memaparkan materi terkait pendampingan PPID Gampong.

PENDAMPINGAN PPID GAMP" G
mmmirll v TR :

' : AR
GLRAF ANGAN KTLEMAALGA

£ macurtue 2029

Lﬁ 40" 23
Narasumber Ibu Asriani, S.Sos.,
sedang memaparkan materi,

-
M.Si selaku Tenaga Ahli PPID Utama Aceh

Laporan PPID Tahun 2025
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"Pendumpingan PPID

Kabupaten/Kota
Tanggal 27 Agustus 2025

Bapak Safrizal AR, S.50s., MM selaku Plh PPID

pada kegiatan Pendampingan PPID Kab/ko
Lhokseumawe .

Utama Aceh menjadi Narasumber
ta yang dilaksanakan di Kota

Peserta Pendampingan PPID Kabu
disampaikan oleh narasumber.

paten/Kota mendengarkan materi yang

Laporan PPID Tahun 2025




‘Pendumpingan PPID

Kabupaten/Kota
Tanggal 27 Agustus 2025

b

——
M. Rifyalsyah, S. STP, MAP membuka dan memberikan kata sambutan pada

kegiatan pendampingan PPID Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kota
Lhokseumawe.

Registrasi Peserta Pendampingan PPID Kabupaten/Kota.

Laporan PPID Tahun 2025
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'Pendampingan PPID

Kabupaten/Kota
Tanggal 17 September 2025

Bapak Safrizal AR, S.Sos., MM selaku Plh PPID

Utama Aceh menjadi Narasumber

pada kegiatan Pendampingan PPID Kab/kota yang dilaksanakan di Kabupaten
Bener Meriah.

-----

Peserta Pendampingan PPID Kabu
oleh narasumber.

paten/Kota mendengarkan materi yang disampaikan

Laporan PPID Tahun 2025




"Pendampingan PPID
Kabupaten/Kotag

Tanggal 17 September 2025

i A

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Bener Meriah Membuka

dan memberikan kata sambutan pada kegiatan pendampingan PPID
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah,

Registrasi Peserta Pendampingan PPID Kabupaten/Kota.

Laporan PPID Tahun 2025
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..Pendumpingan PPID

Gampong
Tanggal 8 Oktober 2025

Tim PPID Utama Aceh Melakukan Kegiatan Pendampingan PPID
Gampong di Kota Sabang.

=
ENDAMPINGAN PPID GAMPONGQ

“ PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PPID GAMPONG
BV INAS KOMUNIKAS! INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Rahmad, ST Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Pendampingan PPID Gampong.

Laporan PPID Tahun 2025



..RAI(ORNIS PPID SKPA

Tanggal 21 April 2025

Bapak Safrizal AR, S.Sos., MM selaku Plh PPID Utama Aceh Menjadi Narasumber
Pada Kegiatan RAKORNIS PPID SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh.

PESERTA RAKORNIS PPID SKPA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

Laporan PPID Tahun 2025



»

RAKORNIS PPID SKPA

Tanggal 21 April 2025

Narasumber |bu Asriani, 5.50s., M.Si selaku Tenaga Ahli PPID Utama Aceh sedang
memaparkan materi.

FOTO BERSAMA PESERTA RAKORNIS PPID SKPA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
ACEH.

e e ————a

Laporan PPID Tahun 2025




»

RAKORNIS PPID SKPA

Tanggal 4 Juni 2025

Bapak Safrizal AR, S.So0s., MM selaku Plh PPID Utama Aceh Menjadi Narasumber

Sekaligus Membuka Kegiatan RAKORNIS PPID SKPA di Lingkungan Pemerintah
Aceh,

=8

PESERTA RAKORNIS PPID SKPA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.
ﬁ

Laporan PPID Tahun 2025



..RAKORNIS PPID SKPA

Tanggal 4 Juni 2025

Peserta RAKORNIS PPID SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh Sedang
Mendengarkan materi yang disampaikan.
e —

Laporan PPID Tahun 2025




.,RAPAT KOORDINASI

PPID SKPA

Tanggal 3 November 2025

oo

Narasumber Ibu Asriani, 5.50s., M.Si selaku Tenaga Ahli PPID Utama Aceh sedang
memaparkan materi terkait Prosedur Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan
S —————

Foto bersama Peserta Rakor

——“

Laporan PPID Tahun 2025



"Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

Pelayanan Informasi Publik Pada
Pemerintah Aceh

Tanggal 24 November 2025
L ‘

Kepala Dinas Kamunltl. Informatika dan Persandan Aceh Bapak Edi Yandra,
S.STF, MSP Memberikan Kata Sambutan Sekaligus Membuka Acara Monitoring dan
Evaluasi (MONEV) yang dilaksanakan di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.

%

i

Peserta Monev dari berbagai unsur SKPA Pada Pemerintah Aceh

Laporan PPID Tahun 2025




'Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

Pelayanan Informasi Publik Pada
Pemerintah Aceh

Tanggal 24 November 2025

- - TelnE—
UINAS KOMUNRIKAS!, IHFURMATIKA DAN PERSANDIAI
L N | yENIN, 24 NOVEMBE

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Bapak Safrizal AR, 5.S0s., MM

Memaparkan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) yang dilaksanakan di
Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh,

o . = 3 |
O e Y _ '
- : "

—

Foto Bersama Peserta MONEV dari berbagai unsur SKPA Pada Pemerintah Aceh

Laporan PPID Tahun 2025



TAHUN 2013

TAHUN 2015

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMAS) PUBLIK

o ———



ANUGERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK

TAHUN 2017

TAHUN 2019

TAHUN 2020

Laparan PPID Tahun 2025 -




ANUGERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK




ANUGERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

vinsi Aceh

vinsi Kepulauan Bangka Belitung 9
-

vinsi Sulat

ANUGERAH

Lberinbame iederr=ge Badye Putun Lo SIE
Latepes Pymseriete®) Froutes

PEMERINTAH ACEH

rangs: Monstn irglilh

e
2 INT ‘i{:"s'lf";f”)
1 -llr‘-i.ﬁ;i‘l:"-i#ﬂ”
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ANUGERAN KETERBUKAAN INFORMAS) PUBLK

U

Sl

PEMERINTAH ACEH

e L L

INFORMATIF




ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBUK

TAHUN 2024

PEMERINTA
ACEH

-

Laporan PPID Tahun 2025



PEMERINTAH
ACEH

PEVERINTAH ACEH

MENDAPATKAN PERINGKAT V|
NASIONAL DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

Hal
81
Laporan PPID Tahun 2025




PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Laporan PPID Tahun 2025 82



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG
MONITORING DAN EV.&LLIASI‘ PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik:

Mengingat : 1. Pasal 18 avat {6&4 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038,

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah bebcmgg kali diubah ternkhir
dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 l:ntanﬁ Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara blik Indonesia Tahun 20 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Und Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peramuran . /2

%1 Ay TATAREARER T . DOARIIARINLA | FEP GUDL IAN Laporan PPID Tahun 2025 -



Menetapkan

10.

11.
12,

13.

14

15,

-3 -

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor |
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Pemn%l;at Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dcnian Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentan
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh {Lembaran Ace
Tahun 2019 Nomor 21);

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019
Nomor 15, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 1 17);

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor B},
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

13&:- CATANAMED | BIT2 | DINKCMINIA | EIP.GUR JAN

Monitoring adalah kegiatan untuk memantau laksanaan

keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh,

Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan

informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, a, dan pesan, baik data,
fakta, maupun pcnjclauanni;a yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca, vang disajikan d berbagai kemasan dan format
sesual dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik dan non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan diterima oleh merintah Aceh yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraun negara
dan/atau penyelen%gara dan penyclenggaraan Pemerintah Acch
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh pemerintuh
Aceh kepada masyarakat pengguna informasi.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi wewenang
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintah dan kepentin masyarakat setempat sesuai dengan
Peraturan Femndang-ungxgan alam sistem prinsip Ni?am
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vang dipimpin
oleh seorang Gubernur,

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

CGubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Dewan .,../3
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9. E;:EE Pemak?'lan Rakyaéei:nceh yalﬂg selar;ix;}mya disingkat DPRA
da penyelenggara erintahan Aceh y¢ anggolanva
dipilih melalui pemilihan umum. s &=

10. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah
organisasi perangkal daerah pada Pemerintah Aceh.

11. Ftngelﬂlaan Informasi adalah proses persiapan, layanan, dan
pendokumentasian Informasi Publik untuk memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas Informasi Publik.

12. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suars

untuk bahan Informasi Publik baik tercetak, terekam maupun
elektronik.

13. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi
serta katagori informasi.

14. Pejabat lola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat vang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Aceh, yang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pembantu.

15. Alasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

16. PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berada pada SKPA.

17. Pengelola Lﬁanan Informas) dan Dokumentas) vang selanjutnvu
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Aceh.

18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkai SOP
adalah serangkaian petunjuk tertulis vang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas PPID.

19. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yvang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan vang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasl dan dokumentasi publik
vang berada dibawah penguasaan Pemerintah Aceh tidak
termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

20. Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim
Monev adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan

E:mantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan
terbukaan Informasi Publik pada SKPA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. Memberikan petunjuk dalam ljxlakmaan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama
terhadap SKPA;

b. mengukur tingkat kepatuhan SKPA dalam pelaksanaan pelavanan
Informasi Publik;
c. mengidentifikasi, menginventansasi, memberikan umpan balik,
solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
pelayanan Informasi Publik; dan

d. megﬂadik&n bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 4 .../4
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Pasal 4
M»:.’uﬂitn:;l"itrll‘%l dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada
Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan asas:
a. keadilan;
b. objektivitas,

c. akuntabilitas;
d. keterbukaan;

e. partisipatif;
f. berkelanjutan; dan
g. elisiensi.
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
8. Monitoring;
b. Evaluasi:
c. Tim Monev
BAB Il
MONITORING
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Monitoring dilaksanakan dengan prinsip:

a. mencatal kegiatan secara terus-menerus selama pelaksanaan:

b.mencatat hasil setiap periode disesuaikan dengan Vang
direncanakan dalam dokumen kegiatan;

€. menyusun laporan;

d. mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusinya;

e. mencegah timbulnya sengketa Informasi Publik.

Pasal 7

Monitoring dilaksanakan terhadap SKPA dengan tujuan:

4. memantau proses dan kemajuan kinerja PPID vang dicapai;

b. melaksanakan penilaian dalam perbaikan agar laksanaan
kegiatan berjalan efisien sesuai dengan tujuan dan standar
operasional prosedur yang ditetapkan;

c. mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendals
yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya, dan

d. mendapatkan masukan Informasi bagi perumusan perencanaan
berikutnya.

Pasal 8

(1) Monitoring dilakukan oleh Atasan PPID melalui PPID Utama Acch.

(2) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

(3) Waktu pelaksanaan Monitori ditetagim.n dengan Keputusan
Scl-u-znar?; Daerah Aceh mlakgamfmuan PPID.

Bagian Kedua
Tahapan Monitoring
Pasal 9

Tahapan Monitoring Pelavanan Informasi Publik terhadap SKPA
meliputi:

A. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pendampingan.
Pasal 10 .../5
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Pasal 10
[llmﬁnm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurufl a terdiri

a. penyusunan kuesioner; dan
b. penentuan ruang lingkup.

(2) Penentuan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayal (l)
hurufl b mémuat:

a. penentuan pelaksanaan Monitoring terhadap SKPA; dan
b. indikator penilaian.

Passal 11
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi
a. verifikasi kuesioner; dan
b. analisis pelaksanaan momtoring.

Pasal 12

P:ndmnpirgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o dilakukan
terhadap SKPA yang tidak memenuhi standar lavanan Inlormisd
Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangin

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan

ndampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Eﬁiﬂl l’f:m:arur dengan petunjuk umum yang ditetapkan oleh Pg}ill)
tama.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Monitoring
Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dengan 3 (tga)
cara sebagai berikut:

a. kunjungan lxmﬁ'un on-site) ke lokasi pengelolaan dar pelayanan

Informasi Publik di %I&Pﬂ: -

b, online melalui situs web resmi SKPA; dan/atau

c. menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan ke

PPID.
Bagian Kcempal
Manitoring Pengelolaan Informas:
Pasal 15
Monitoring dalam _ﬁ:;ﬁ:luimn Informasi Publik terhadap SKPA
memuat hal sebagai ut:

a. l:xm:tapan turan mengenai SOP dalam pengelolaan pelayvanun
nformasi Publik;

b. penunjukan dan pengangkatan PPID untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab serta wewenangnva:

¢. pengembangan sistem Informasi dan  Dokumentasi  yvang
terintegrasi di masing-masing PPID;

d pen ran dana pengelolaan informas: dan layanan Informasi
Elhﬁr. ﬁ: maaing-mail:i;g FPID;

e. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,
antara lain:
|} desk layanan Informasi Publik;

2) situs resmi yang disediakan; dan
3) peralatan elektromk yang disediakan.

I. pelaksanaan pengelolaan Informasi yang meliputi pengelolaun
permohonan ?rgfurmsi pengelolaan keberatan atas Informasi,
pem:mﬂn dan pemu iran DIDP, pendokumentasian Inlormasi
yang ualikan, pengujian tentang konsekuensi, penanganan
sengketa Informasi, pendokumentasian Informasi  Publik,
pelaporan dan evaluasi, pengumuman dan Maklumat Pelayanan;

g. identifikasi ... /6
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g. identifikasi t:aig:ndmljnrurmpsi, kiaslinl'}kasi ﬂmpt}ﬁasi Publik,

okumentas panan Informa ik, penetapan

IDP, pengusulan Daftar gn!’nrmasi Publik yang Dikccuniilgin.

B;larannn Informasi Publik, penanganan keberatan Informasi
blik serta penanganan sengketa Informasi Publik;

h. dukungan sumber daya manusia vang dilibatkan dalam pengelolaan
Informasi Publik;

i. identifikasi masalah IE:E timbul dan saran tindak lanjut dalam
pelaksanaan pengelo Informasi.

Bagian kelima
Monitoring Pelayanan Informasi Publik
Pasal 16

Monitori layanan Informasi Publik terhadap SKPA memuat hal
sebagai berikut. . o
a. jumlah pemohon Informasi;
b. jumlah Informasi Publik yang diminta pemohon;
c. jumlah Informasi Publik vang diberikan;
d. jumlah Informasi Publik yang ditolak;
e. alasan umum penolakan Informasi Publik;
f. jumlah pengajuan keberatan Informasi;
g jumlah unﬁkctn Informasi Publik sampai mediasi dan/atau ajudikasi

di égp{:m nformasi, sengketa Informasi Publik vang masuk ke

peradilan;

. durasi pemenuhan permintaan Informasi Publik;

identifikasi masalah yang timbul dan saran undak lanjut dalam
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

BAB 111
EVALUAS]
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
Evaluasi dilaksanakan dengan prinsip:
a. memberikan Informasi dan gambaran keberhasilan/kegagalan
dan kinerja program dari SKPA;
b. sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan;
c. sebagai bahan rujukan perencanaan alokasi anggaran dana dan
keglatan serta perfyusunap; kebijakan;, - i
d. sebagai bahan referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; dan

€. se i bahan referensi pelaksanaan kegiatan sejenis pada badan
publik lain.

remll = o

Pasal 18

(1) Evaluasi terhadap SKPA dilakukan untuk mengetahui:
a. pencapaian kinerja;
b. keberhasilan program dan kegiatan;
¢. gambaran potensi pengembangan; dan
d. permasalahan vang dihadapi dan solusi yang dilakukan;

(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
Utama memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa
mendatang.

Bagian Kedua
Tahapan Evaluasi
Pasal 19

Tahapan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh
terhadap SKPA terdiri atas:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

c. pengumumar.
Pasal 20 .../7
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Pasal 20
(1) Perencanasn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf «
dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.
(2) Aspek yvang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini
atas 6 (enam) komponen indikator:
a. sarana prasarana;
b. kualitas Informasi,
¢. jenis Informasi;
d. komitmen organisasi,
e. inovasi dan strategi, dan
f. digitalisasi.
(3) Komponen I[ndikator sebagaimana dimaksud pada avat (2)

gcrupaka_n tolok ukur indikator keterbukaan Informasi terhadap
KPA.

Pasal 21
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hurul b
dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
sosialisasi kepada SKPA;
pengisian lembar evaluasi diri oleh SKPA;
verifikasi data evaluasi diri oleh PPID Utama;
visitasi ke SKPA: dan
penilaian oleh PPID Utama.

poanap

Pasal 22
Pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢
dilakukan melalui media resmi Pemerintah Aceh,

Bagian Ketiga
Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik
Pasal 23
Evaluasi dalam pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh,
paling sedikit harus memenuhi unsur sebagai berikut
a. pelaksanaan SOP layanan Informasi Publik;

b, peran aktif PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
SeTta Wewenangnya,

¢. kinerja sistem Informasi dan Dokumentasi vang dilakukan di
masing-masing PPID Pembantu;

d. ut dan outcome dari penganggaran dana mbiavaan
%Iulasn Informasi dan layanan Informasi Puhlikp;i masing-
masing PPID Pembantu;

e. peran sarana dan prasarana layanan Informas:i publik yang
tersedia dalam membantu kj::alana:amn layanan kepada
masyarakat tentang Informasi publik.

. hambatan atau pendorong pelaksanaan pengelolaan Informasi yang
menyangkut sarana dann%umber Daya Manusia yang dilibatkan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelavanan Informasi Publik
Pasal 24
{1) Evaluasi pelayanan Informasi Publik ini merupakan kunci darn
gf{lgl;aanuan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada

{2} Hasil evaluasi schagaimanu dalam ayat |1) menggambarkan nilui
layanan Informasi Publik dan menjadi satu indikator utama
keberhasilan pelavanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh.

(3) Nilai .../ 8
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(3) Nilai layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan skala dengan kriteria hasil penilaian sebagai berikut:
a. 90% - 100%, Kriteria SANGAT BAIK
b. 80% - 89%, Kriteria BAIK
c. 060% - 79%, Kriteria CUKUP
d. 35% - 59%, Kriteria KURANG
€. 5% - 34%, Kriteria SANGAT KURANG

(4) Hasil penilaian dapat dihitung setiap saat maupun setelah
melakukan pelayanan Informasi Publik selama | (satu) tahun.

Pasal 25

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan terhadap SKPA
yang memperolch hasil penilaian layanan Informasi Publik
dengan kriteria baik dan/atau kriteria sangat baik

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
scbagaimane dimaksud pada avat (1) diatur dalam petunjuk
umum yang ditetapkan oleh PPID Utama.

BAB IV
TIM MONITORING DAN EVALUAS|

Pasal 26
(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Atasan PPID melalui
PPID Utama.

(2) .Untuk mendukung ugelnkaanaan Mnnitnrin?:'ﬂdan Evaluasi
se imana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID membentuk
Tim Monev berdasarkan usulan PPID Utama_

(3) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu
oleh Tenaga Ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiaa orang mensetahuinya, memernintahkan pengundangan
ubernu

Rﬂ?'nmmn r ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
ceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tengeal, 20 Desember 2022
£ s - e Jumadil Akhir 1444

4 z‘a GUBERNUR ACEH

-ﬁ' o

1 >
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- ACHMAD MARZUKI
Dhundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 30 Desember 2022

& Jumadil Akhir 1444
—7 SEKRETARIS DAERAH hCEH?’ ”

EUE’T‘.‘LMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR &%
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KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065/933/2023
TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
PEMERINTAH ACEH
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GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 /9% / 2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH.

Mernimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayal (6) Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentesi di Lingkungan Pemerintah
Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentan Penetapan
Informasi Publik vang Dikecualikan pada Pemerintah Acc%l'.

Mengingat - | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Propinsi Atjeh dan  Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Endhﬂng-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
ceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tnntans Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah engan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor |1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi PuhIiE.
5 Ung]aiig-Undnng Nomor 25 Tehun 2009 tentang Pelavanan
Publik,
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Lenang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik:
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;
10, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelavanan Publik.
11, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagnimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan
KReterbukaan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tenwang Sistem Informasi Acely
Terpadu;
Memperhatikan - Berila Acara Uit Ronsekuensi Infurmasi vang Dikecualikan  di
Lingkungan Pemerintah Aceh Nomor 480/249/BA /2023 tanggal 3
Maret 2023,

e

MEMUTUSKAN: .. /%
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan 2
KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah

Aceh mﬁalmana lercantum dalam Lampiran yang merupakan
n ti terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA ‘Pada saat Keputusan Gubernur il mular berlaku  Keputusan
Gubernur  Aceh  Nomor 065/ 1184/2022 tentang  Penctapan
Informasi Publik yang Dikecualikan sada Pemerintah Aceh dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KRETIGA - Keputusan Gubernur ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Banda Aceh
peda tanggal, %/ Marer 201
: 4 Ramadhan  |444

_ . GUBERNUR aCEH.:}-.
B datate s as
b2

ACHMAD MARZUKI

SALINAN = dury Kepytusan ini disa

| Menmeri Dalam Negert BRI
2 Mented homunikasi dan Informarika R
3 Krius Komiss Informnss RI:

4 Poare Kepuls SKPa

5 heius Iwnassy Informas Aceh,——— =
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PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEMERINTAH ACEH
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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR O1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTAS| PADA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH.

Menimbang . a. bahwa dalam rangka menmnngkatkan lavanan informasi dan
dokumentasi vang berkualitas diperlukan adanya pedoman
B:ngelulnan pelayanan  informasi dan  dokumentas pada
merintah Aceh;
b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tertang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scb&ﬁ:imana dimaksud dalam
huruf & dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pelavanan  Informasi  dan
Dokumentasi pada Pemerintah Aceh:
Mengingat I. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentan Pembentiukan
Daerah  Otonom  Propinsi  Atjeh  dan  Perubahan Peraturan
Pembentukan  Propinsi  Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Acch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 lentang  Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Nomor | Tahun 2022 Negaran Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebernpa  kali diubah
terakhir dengan Undang-ugﬁz‘ng Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomar
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

B. Peraturan Pemerintuhi Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanann
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Repubhk Inﬁnnemu Tehuin
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5149);

4, Peraturan ... /2

-
' !
- Ll .




I

9. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 3 Tahun 2017 tentan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi d
Lingku?an Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157):

10.Peraturan Komusi Informasi Pusat Nomor | Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor | Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Rﬂpul}!lb
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

12.Qanun Acch Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor
15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor | 17

13.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tenlang Sistem Informasi Aceh
Terpadu [Lembaran Aceh Tahun 2021 Namor 6|

15 Peraturan  Gubernur Aceh  Nomar 35 Tehun 2020 tentanp
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor L1% Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Berita
Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
EE!E?_I?ENAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur im, vang dimaksud dengan:

I Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda vang mengandung nilas, makna, dan pesan, baik data,
fakts, maupun penjelasannya vang dapat dihhat, didengar, dan
dibaca, yan&dimjikan dalam burba!ga.i kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikssi secarn
elektromik dan non elektronik.

2. Dokumentas: adalah kegiatan  pengumpulan,  pengelolaar,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suars
untuk bahan Informasi Publik baik tercetak, terekam maun
clektronik.

3. Aceh  adalah  Daerah  Provinsi  vang merupakan  kesalusn
masyarakat hukum yang bersifat Istimewa dan diberi weEwernang
khusus untuk mengatur dan  mengurus  sendiri urusan
Pemerintah dan kepentin masyarakal selempat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan rinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1045, vang dipimpin oleh
seorang Gubernur.

4. Pemerintah Aceh adalah unsur nyelenggara Pemerintahan Aceh
yang terdin atas Gubernur dun Perangkat Acch

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh

B, Dewan Perwakilan Rakvat Aceh yang selanjutnya disingkan DPRA
adalah penvelenggara Pemerintahan Aceh vang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

7. Sawuan Kerja Perangkat Aceh selanjuimnya disingkst SKI'A adalah
organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

8. Sckrewarial DPRA adaluly SKPA pPenunjang urasan pemerintshan
Aceh sebagai unsur pelayanan rerhoadap DPRA
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9. Informasi Elektronik adalah satu  atau sekumpulan  data
clektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar ta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI),
surat tic.ggmnik (electronic mail), telegram, teleks, reiemp]y atau
sejemis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbal atau
perforasi yang telah diolah vang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Informasi Publik adalah informasi vang dihasilkan, disimpan,
dikelola, d’kinnm, dan diterima oleh Pemerintah Aceh yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penvelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Aceh
lﬂil‘t'l,li}ﬁﬂ. serta informasi lain vang berkaitan dengan kepentingin
publik.

1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik vang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnva,
vang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalu

aomputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada  tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, fote atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orong
vang mampu memahaminva.

12. Tekno Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menvimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis dan/atau menvebarkan Informesi.

13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, Eﬂﬁﬂ.}iﬁiﬁ, menyimpan, menampilkan, mengumumbkan,

. mengirimkan {atau menyebarkan Informasi Elektromk.

14. Badan Publik adalah Satuan Kena Perangkat Aceh

I5. Pelayanan Informasi adalah jasa vang diberikan oleh pemerintal
Aceh kepada masvarakat pengguna informasi.

16. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, lavanan, dan
pendokumentasian  informasi  publik  untuk  memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik

7. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentas:
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi orgamisasi
seria kategori inflormasi.

18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi vang selanjuinya
disingkat D adalah pejabal yvang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemelibaraan,
penyediaan, distribusi dan fclayanan mformasi dan dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Aceh, vang terdin dan PPID Utama dan
FPID Pembantu,

19, Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Urama.

20. PPID  Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi  dun
Dokumentasi vang berada pada SKPA.

21. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjuthyva
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informas: dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk tertulis vang dibakukan mengenai
proses penvelenggaraan tugas PPID.

23. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yvang selanjutnya
disingkat DIDP adalal catatan vang bLerisi keterangan secara
sistematis tentang selurubh informasi dan dokumentasi publik
vang berada di bawah penguasasn Pemerintah  Aceh  udak
termasuk informasi dan dokumentasi vang dikecualikan.

24. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yvan selanjuinyn

N disingkat RPID adalah tempat pelayanan  informas:  don
dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi
lainnya  vang bertujuan untuk memfasilitasi  penyampaian
informasi dan dokumentasi publik

25. Sistweirs ... /4
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25. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnva
disingkat SIDP adalah sistem penvediaan layvanan informasi dan
dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
Undang-Undang Keterbu Informasi Publik.

26. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yangﬂsulanjutnya
disingkat LLID adalah laporan y:mg berisi gambaran umum
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayvanan
informasi dan dokumentasi.

27. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi  dan
Dokumentasi Pemerintah Aceh yan selanjutnya disebut FKPPID
Pemerintah  Aceh  adalah  wada komunikasi, koordinasi,
konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Aceh
dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

28. Seliap Orang adalah uranlg perseorangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan publik.

29, Data Pribadi adalah data perseoran tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindung kerahasiaannya.

30. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untu berpartisipasi
secara nuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasa kesamaan hak.

31. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah
vang melaksanakan kegiatan pcngumiaulan. pemeriksaan, dan
pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta
menyebarluaskan data.

32. Portal Data Aceh adalah media bagi pakai data pada Pemerintah

Aceh yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.

33. Interoperabilitas  Data  adalah  kemampuan  data  untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik vang saling berinteraksi.
- Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
35. Pengguna Informasi Publik adalah orang yvang menggunakan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan
36. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara, dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
37. Permintaan Informasi  Publik adalah rmohonan  untuk
memperoleh Informasi Publik dari Badan Publi

38. Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan
penuh ketelitian tentang dampak atau akibal yang timbul apabila
suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik vang lebih
bcshﬁ.rkjrang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi
publik.

39. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa vang terjadi antara
Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau
Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh  dan/atau menggunakan  informasi publik
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

40. Mediasi adalah penyelesaiaan sangketa informasi publik antara
para pthak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

41. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sangketa informasi publik
antara para pihak vang diputus oleh Komisi Inflormasi

3

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebaga) Ii:u:rr;i1::-11'1&24.n bagi SKPA
dalam pengelolaan ;l:fla}ranan Informasi Publik dan Dokumentasi
pada Pemerintah Aceh,

Paspl 3 .../35
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Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan:
a. m:mudkan penyelen pemerintahan yang baik, transparan,
elektil, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan:

b. mcnﬁimjn tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh; dan

c. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Bernennmhan Aceh untuk menghasilkan layanan
Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 4
(1) m[nan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh
i akan berdasarkan prinsip:
a. mudah, cepat, cermat dan akurat;
b. transparan,
c. akuntabel;, dan
d. proporsionalitas.

(2) Mudah, cepat, cermat, dan akurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, yaitu sl:tiai kegiatan dalam pemberian pelavanan
informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses.

(3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, vaitu
dalam pemberian Pelayanan Informasi Pub]i{ harus dilaksanakan
secara jelas dan terbuka.

(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢, yaita
setiap kegiatan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik
harus dapat dipertanggungjawabkan.

[5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

‘aitu setiap iatan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik
arus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
BAB Il

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 5
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2] Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadini pertemuan publik rang terbuka untuk umum
dalam memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyebarluaskan  Informasi  Publik  sesuai  peraturan
perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan
Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4) Setiap Pemchon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke

neadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat
ambatan atau kegagalan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal &

{1} Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Pengguna .../6

- JER— m




-6-

(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Aceh
Paragrafl |
Hak
Pasal 7
(1) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan Informasi vang
dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan Informasi Publik
jika tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3} Informasi vang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mehliputi:
a. Informasi yang dapat membahayvakan negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
¢. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan,
(4} Pemerintah Aceh berhak memperoleh suatu Informasi Publik dari
Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(5} Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 8
(1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkari Informasi dan Dokumentasi publik yang menjadi
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Iﬁ:blik.
(2) Pemerintah Aceh wajib menyediakan Informasi Publik vang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2], Pemerintah Aceh dapat membangun dan mengembangkan
sistem Informasi dan Dokumentasi vang dapat diakses dengan

mudah.

[4) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon
Informasi Publik, Pemerintah Aceh wajib membuat pertjmbanﬁan
tertulis atas setiap kebijakan vang diambil untuk memenuhi hak
setiap Pemohon Informasi Publik.

[5) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (4)
:[:.lji.tctﬂpkan olech PPID atas persetujuan Atasan PPID melalui PPID

tama.

(6] Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

(7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
memual pertimbangan agama, politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau pertahansan dan keamanan negara.

{8) Dalam rangka memenuhi chngcban sebapaimana dimaksud pada
avat (1) sampai dengan ayat (7) Pemerintah Aceh dapat:

menetapkan standar layanan,

menunjuk dan menetapkan PPID;

menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

menyediakan sarana dan sarana layanan Informasi Publik

dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;

oo o
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menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik:
men r mbiayaan i nyimpanan,
penmktaa;}an. pe%aan. dan pelayb:nglau Infm?:cnazi Pupgll:llk;
B. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
h. men tkan  salinan laporan layanan Informasi Publik
kcpaﬁmlgmmjsi Informasi; Eiﬂ.lilm e
I. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan
layanan Informasi Publik pada instansinva.
(9) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan perlindungan Data Pribadi.
(10) Perlindun Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dil.uknnnaﬁ:: sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
(11) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud
ada avat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penvandang
isabilitas.
(12) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dimaksud pada avat (11) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB Il
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Pasal 9

Informasi Publik pada Pemerintah Aceh merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima atay vang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Aceh.

Pasal 10

(1) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
berdasarkan klasifikasinya terdiri dari:

a. Informasi vang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d. Informasi yang dikecualikan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam
bentuk  dokumen digital (softcopy) atau  Dokumen nondigital
(hardcopy).

(3) Penyediaan  Informasi dalam bentuk  Dokumen nondigital
hardeopy) sebagaimana dimaksud pada avat (2] tidak berlaku
untuk Informasi Elektronik.

4] Penyediaan Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
avat [3) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data,

Tl

Bagian Kesatu
Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala
Pasal 11

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a,
b::;;iiat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi
Publi

(2) Informasi vang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalu
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. Informasi tentang profil Pemerintah Aceh:

b. rir:r:kasan Informasi tentang program dan/atay kegiatan vang
sedang dijalankan Pemerintah Aceh;

¢. ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Pemerintah Aceh;
d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
e. nngkasan laporan akses Informasi Publik;
I Informasi ... /R
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[. Informasi terllé:ng J:’r?tumn, bl;eputuggﬂ, dan!ar.&ubli:ibijakan
y mengikat atau rdam bagi publik yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh;

Informas: tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;

. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Aceh;

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

i+ Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor SKPA.

(3) Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2] hurul a paling sedikit terdiri atas:

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamal lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Badan Publik serta kantor unit-unit di bawahnva,

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik,

. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural, dan

d.laporan harta kekayaan Pejabat N yang telah diperiksa,
diverifikasi, dan telah dikinmkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

(4) Ringkasan Informasi tentang pqug;nm scbagaimana dimaksud

ayal (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a. nama program dan kegiatan;

b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau at yang dapat dihubungi;

c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

€. gng%ﬂ.rﬂn program dan kegiatan vang meliputi sumber dan
jumlah;

f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

g Informasi khusus lainnya yang berkailan langsung dengan hak-
hak masyarakat;

h.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
Badan Publik Negara; dan

I. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan
Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umum.

(5) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ berupa uraian tentang isasi kegiatan yvang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

(6) Ringkasan laporan keuan scbagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf d paling sedikit trrd%:lpaias:

a. rencana dan laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang
dig.iimun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

d. daftar asct dan investasi.

(7] Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik vang diterima;

b.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan
Informasi Publik:

c. jumlgh Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik

yvang ditolak; dan
d.alasan penolakan permintaan informasi publik

T

{8) Informasi /9

! Ed
-‘f‘l‘ A e | e



-9 .-

(8] Informasi tentan rosedur memperolehh  Informasi  Publik
maiaulsl pada aya Ez

sebagaimana di

t (2) huruf g paling sedikit terdiri

atas:

b.

tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian
sengketa  Informasi Publik berikut  pihak-piha yvang
bertanggung jawab yang dapat dihubungi.

(9) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenan
atau pelan oleh Badan Pub scbagaimana dimaksu
dalam ayat (2) huruf h terdiri atas:

a.

b.

tata cara ?cngaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan

tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
Ecignggamn oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian
erja dari Badan Publik vang bersangkutan.

(10 Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam avat (2] hurufl i paling sedikit terdiri atas:

a.

b.

C.

tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum
Pengadaan (RUP).

:
:
3
'E-.
=

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Harga Perkiraan Sendin (HPS) serta Riwavat HPS:
spesifikasi teknis;

rancangan kontrak;

dokumen persyaratan penyedia atau lembar data
kualifikasi;

dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data
pemilihan;

daftar kuantitas dan hargy;

jadwel pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

gambar rancangan pekerjaan;

. dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup,
termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
. dokumen penawaran administratif;
. surat penawaran penyedia;
. sertifikat atau lisensi yanﬁ masih berlaku dan Dircktorat
t

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

14, Berita Acara Pemberian Penjelasan;

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding,

17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;

18, laporan hasil pemilihan penyedia;

19. surat penunjukan Penvedia Barang/Jasa [SPPBJ);

20, surat perjanjian kemitraan;

21. surat perjanjian swakelola;

22. surat Penugasan atau Surut Pembentukan Tim Swakelola; dan
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
tahap pelaksanaan, meliputi:

l. Dokumen kontrak vang telah ditandatangam beserta
Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang
dikecualikan;

2. ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumlcan
informasi mengenal para pihak yang bertandatangan, nama
direktur dan pemilik usaha, alamat penvedia, nomor pokok
wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi
pekerjaan, lokas: pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber
dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak

e wh -
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3. surat perintah mulai kerja;

4. surat jaminan pelaksanaan;

5. surat jaminan uang muka;

6. surat jaminan pemeliharaan;

7. surat tagihan;

8. surat pesanan e-purchasing;

9. surat perintah membayar;

10. surat perintah pencairan dana;
11. laporan pelaksanaan pekerjaan;
12. laporan penyelesaian pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14, Berita Acara Sersh Terima Sementara atau Provisional
Harnd Ouver

15. Benta Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri dari:
a. pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
. pengambilan keputusan oleh pihak vang berwenang;
d. peringatan bencana;
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
f. lokasi evakuasi; dan
g pelaksanaan penvelematan dan evakuasi.

Pengumuman secara berkala dilakukan paling sedikit 6 {enam)
bulan sckali.

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta
Pasal 12

Informasi Publik va wajib diumumkan secara serta merta

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b yaitu

informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.

Informasi sebagaimana dimaksud da ayat (1] disampaikan

dengan cara yang mudah dijangknupcﬁeh masy. t dan dalam

bahasa yang mudah dipahami.

Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Informasi bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabalh,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda angkasa;

b. Informasi keadaan bencana nonalam seperti kegagalan industri
atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan,

c. Informasi bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d. Informasi jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

e. Informas: tentang racun pada bahan makanan yvang dikensumsi
oleh masyarakat; dan/atau

[. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pasal 13.../11
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Pasal 13
Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau
an perjanjian kerja dcnﬁnn pihak lain yang kegiatannya
berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak ketertiban
umum wajib memiliki standar pengumuman Informasi serta
merta.
Standar pengumuman Informasi serta merta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. potens: bahaya dan/atau besaran dampak vang dapat
ditimbulkan;
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
c. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat;
d. cara  menghindari bahaya dan/atau dampak: cara
mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
pihak-pihak yang wajib mengumumkan Informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
f. tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan darurat
terjadi; dan
E. uraya-uEaia vang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau
pithak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahaya dan/
atau dampak yang ditimbulkan.

]

Bagian Ketiga
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 14

Informasi Publik yang wajib tersedia sctiap saat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik,

b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
Badan Publik;

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan;

d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya;

€. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnva,

f. Aaratan  perizinan, izin yang diterbitkan  dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
penaatan izin yvang diberikan;

E- data perbendaharaan atau inventaris;

h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

J. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik:

k

- jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran vang

ditemukan dalam pengawasan  internal seria laporan
pemindakannva;

L jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran vang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penin nya;

m. daftar serta hasil-hasil penelitian vang dilakukan;

n. peraturan perundang-undangan Aceh yang telah ditetapkan
akan diundangkan;

0. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

p. Informasi yang wajib disediaskan dan diumumkan secara
berkala,

q. Informasi Publik lain yang telah dinvatakan terbuka bag
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa; dan

r. Informasi tentang standar pengumuman informasi.

|2} Daftar .../ 12
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(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit terdiri atas:

nomor;

. ringkasan isi Informasi;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;

- penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi,

waktu dan tempat pembuatan Informasi;

bentuk Informasi yang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

mopo0ob

(3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
Badan Publik sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b paling
sedikit terdin atas:

a. dokumen pendukung;

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputlusan atau kebijakan vang dibentuk;

¢. nisalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan
atau kebijakan yang dibentuk; dan

d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk; tahap perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan vang dibentuk; dan peraturan, keputusan dan/atau
kebijakan yang telah diterbitkan.

(4] Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling
sedikit terdin atas:

a. man pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan

euangan;

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai;

c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara  khusus unit pelaksana teknis  serta  laporan
kevangannya, dan

d. data statistik vang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
(5] Ketentuan mengenal format Daftar Informasi Publik tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yvang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Informasi Publik yang Dikecualikan
Pasal 15
(1} Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat hurui d, merupakan informasi vang tidak hisa
diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada avat (2],
ditetapkan engan Keputusan Gubernur sesuai dengan
NANEannya.
(3) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(41 Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada avat (4) memiliki
pengertian:
a. bersifat ketat artinva, pengecualian informasi  dilakukan
dengan pengujian secara saksama dengan mempertimbangkarn
berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum; dan

b. bersifat terbatas artinva, alasan pengecualian sesuai Peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 16

(1) PPID pada Pemerintah Aceh merupakan pejabat yvang membidang
Informasi Publik.

(2) PPID _. /13
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(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri dari:
a. PPID Utama; dan
b.  PPID Pembantu.

(3) PPID Utama sebagaimana dimaksud a avat (2) huruf a dijabat
oleh Kepala Dinas Komunikasi [nfnrmg?i?m dan Persandian Aceh.

(4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dijabat oleh pejabat administrator yang membi angi u‘.ﬁ?a dan
fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada setiap SKPA.

(5] PPID Pembantu Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Biro yang
membidangi komunikasi dan informasi.

(6) PPID sebagaimana dimaksud pada avat (2 ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan usu[an Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

(7) yﬂn[lilil.k mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk

(8) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada avar (2) huruf a
merupakan PID Utama pada PLID.

BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) PPID Utama C‘Jada Pemerintah Aceh dibantu oleh PPID Pembantu
yang berada di SKPA dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh,

(3} Dalam pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh 3 (tiga) bidang, meliputi:

a. bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi:
b. bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip; dan
c. bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh
tenaga bidang teknis/administrasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Paragraf |
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Pasal 18
PPID Utama bertugas:

4. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan
Dokumentasi,

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan
Dokumentasi,

c. mengkoordinasikan dan mcr:lgknnsnlidasikan pengumpulan bahan
Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;

€. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik:

l.  melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi vang
dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;

h. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;

i. melakukan .../ 14
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i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring
atas  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  Informasi  dan
Dokumentasi vang dilakukan oleh PPID Pembantu:

). melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala
dan/atau sesual dengan kebutuhan;

k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi vang lavak untuk
dipublikasikan; dan

l. menugaskan PPID Pembantu danj/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memélihara Informasi  dan
Dokumentasi.

Pasal 19
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
PPID Utama berwenang.
a. menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi vang
dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
b. meminta dan memperoleh Informast dan Dokumentasi dari PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanva;
¢. mengkoordinasikan pemberian  pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi dengan PPID Pembantu vang menjadi cakupan
kerjanya;
d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi
vang dapat diakses oleh publik;
€. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumﬂulkan, serta memelihara Informasi dan
Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan

[ melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang
dilakukan oleh PPID Pembantu.

(2) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1}, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu
Data Indonesia, PPID Utama dapat:

a, melaksanakan wewenang lain  sesuni  ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

b. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di
mnstansi daerah.

(3] Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragrafl 2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembaniu
Pasal 20
(1] PPID Pembantu dibantu oleh Pejabat Fungsional.

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
untuk membantu PPID Utama dalam Pelavanan Informasi Publik
dan Dokumentasi pada setiap SKPA.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada avat (2) dyabat oleh:
a. kepala biro pada sekretariat daerah Aceh;
b. sekretans /kepala bagian/kepala bidang pada SKPA: dan
c. kepala bagian yang menangani komunikasi dan Informasi pada
Sekretariat DPRA dan sekretariat lembaga keistimewaan, dan
kekhususan Aceh.
{41 PPID Pembantu menyampaikan Informas) dan Dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(%) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinva dibanu
olch tenaga pembantu teknis/administrasi/ fungsional.

Pasal 21 .../15
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Pasal 21
(1} PPID Pembantu bertugas:

8. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas, dan kewenangannyva;

b.  mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan Informasi dan Dokumentasi dari Lnit kerjanva,

€. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 lenam) bulan sekali atau
sesuai keburuhan:

d.  melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

€. menjamin ketersedinan dan akselerasi layanan Informasi dan
Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

' mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan
data linﬁﬁup komponen di lingkungan Pemerintah Aceh
menjadi bahan Informasi Publik:

B menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan: dan

h. menyediakan dan mempublikasi Informasi dalam website
SKPA untuk diakses oleh masvarakat.

{2) Selain melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayal [1].
khusus PPID Pembantu pada Sekretariat DPRA juga bertugas.

@ menyampaikan, meminta, mengelola, menyvimpan [nformasi
dan Dokumentasi kepada DPRA sesuai peraturan perundang-
undangan;

b, mengkoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada
DP untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yvang
dapat diakses oleh publik; dan

¢ melakukan inventarisasi Informasi vang dikecualikan untuk
disampaikan kepada PPID Utama agar dilakukan Uji
Konseckuensi,

(3] Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1}, PPID Pembantu
melaksanakan fungsi:

a, Ecnghlmpunan Informasi Publik pada masing-masing unit

erja; dan

b penataan dan penyimpanan Informasi Publik pada masing-
masing unit kerja.

Pasal 22
(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memilika
kewenangan untuk memberikan pelayvanan Informasi dan menolak
permohonan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit kerja
dengan ketentuan:
a.  Kepala SKPA/unit kerja bertanggung jawab Igenuh trrhadﬂd:_c
semua proses pengelolaan Informasi dan Dokumentas: di
SKPA  masing-masing vang dilaksanakan oleh PLID
Pembantu; dan
b.  Kepala SKPA/unir kena  menandatangani  laperan  PPID
Pembantu umiuk disampaikan kepada PPID Utama dan
Komisi Informasi Aceh.
{2} PPID Pembantu bersama-sama tengan PPID Utama melaksanakan
proses Mediasi atau Ajudikasi di Rormusi Informasi Aceh dan/atau
proscs Ajudikasi di pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi.

BABVI ../16
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BAB VI

KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(1

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 23
) Struktur organisasi PLID Pemerintah Aceh, terdiri dan:
a.  pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Acch,
b, chﬁ,arah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah
Leh,

©.  Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Pimpinan Tingm
Pratama (Eselon I1) pada Sekretariat Daerah Aceh dan seluruh
Kepala SKPA;

d.  PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Eselon 1) SKPA 3'an1i membidangi penyelenggaraan urusan
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:

€.  PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabal Administrator (Esclan 1)
pada SKPA:

I, Khusus PPID Fbmbﬂnluci:ada UPTD SKPA dijabat oleh Pejabar
Pengawas (Eselon IV) pada UPTD SKPA:

g bidan ndukung, yang terdiri darn Sekretanat PLID, Bidang
Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan
Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, dan Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi; dan/atau

h.  Pejabat [ungsional.

(2) Susunan Pejabat PPID pada Pemerintah Aceh ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

(3) Bagan struktur organisasi PLID Pemerintah Aceh sebapaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24
(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hurul b
bertugas:
.

b.

c.

d.

mmlyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan
Publik;

menyelesaikan keberatan atas Permohonan Informasi Publik:
mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di
Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasl, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
dan PPID Pembantu.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval

(1

a.
b.

c.

|, Atasan PPID berwenang:

menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pembantu,
gutgﬁktapknn arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan
memberikan tanggapan atas keberatan vang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID:
menghadiri dan memberikan kuasa kepada PPID untuk mewakili
Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa i Komusi
Informasi Aceh dan/atau di Pengadilan; dan

menetapkan  strategi  dan  metode pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informas
Publik vang dilakukan oleh PPI% Pembantu, Pejabat Fungsional
dan/atau Petugas Pelavanan Informasi.

Pasal 25 _../17
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Pasal 25
{1} Dalam melaksanakan tugas dan wewenang se imana dimaksud

dalam Pasal 24, stasan PID dapat berkoordinasi den Pembi
Data baik di instansi pusat mﬂ“ppgn di instansi daerah. | O

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avar (1)
huruf ¢ bertugas: '

a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi
terhadap Informas; vang dikecualikan: dan

(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksugd dalam avar |1 berfungsi

a. pengambilan keputusan terhadap sengketa Informasi: dan

penyelesaian masalah dan hal-hal lain vang belum diatur
dalam Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi tlan
Dokurientasi pada Pemerintah Aceh

Pasal 27

(1} SOP PPID disusun oleh PPID Utama dan ditetapkan dengan
Keputusan  Gubernur sesuai  dengan  ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

[2) SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yvang ditunjuk sebagai PPID Utama
dan PPID Pembantu:

b. kejelasan  tentang orang vang ditunjuk sebagaj pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi apabila dipertukan:

¢. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan
Atasan PPFD. PPID Utama. dan P%D mbantu,

Jenis SOP PPID, antara lain terdin dari:

SOP pengelolaan permohonan Informasi;

SOP pengelolaan keberatan atas Informas:;

SOP penetapan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
SOP pendokumentasian Informasi yvang dikecualikan,
SOP pengujian tentang konsekuensi:

SOP penanganan sengketa Informasi;

SOP pendokumentasian Informasi Publik; dan

SOP pelaporan dan evaluasi.

SOP Pengumuman

S0P Maklumat Pelayanan

S rFEmean o

Bagian Ketiga
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 26
(1) DIDP paling sedikit memuat:
a.  nomor;
b. ringkasan isi Informasi,
¢ pejabal atau umi/satuan keru yang menguasai Informasi:

d. penangpungjawab . /18
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d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
€. waktu dan tempat pembuatan Informasi;

[ bentuk Informasi vang tersedia: dan

g. jangka wakiu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) BIDF ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID

tama.

(3) K:cselu:ruhan Informasi dan Dokumentasi Publik vang sudah
dlpubhk_usikqn uleh PPID harus diserahkan kepada perpustakaan
dan arsip di lingkungan unit kerjanva untuk dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Format DIDP sebagaimana dimaksud pada aval (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur im,

Pasal 30

111 Seluruh Infomasi Publik vang termuat dalam DIDP disimpan dan
didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan
dokumen nondigital (hardeopy) serts  memenuhi  kaidah
Interoperabilitas Data.

(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital fhardmp%i
sebagaimana dimaksud pada avat | 1} tidak rlaku  untu
informasi Elektronik.

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud ﬁada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi Publik
paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi
penyajian dan semantile/artikulasi keterbacaan; dan

b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem
Elektronilk.

(4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3} PPID Ultama dan Pembantu mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di
Pemerintah Aceh yang menguasai Informasi Publik.

Bagian Keempat
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 31

(1) RPID Utama terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan

dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
(2) RPID Pembantu berada pada setiap SKPA.
(3] RPID dikelola oleh pejabat teknis administrasi, [ungsional

dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 32

|1} SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah
akses pelayanan Informasi Publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID
Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintuh Aceh mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara
Regional dengan PPID pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di
wilayah masing-masing.

Bagan .../ 19
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Bagian Keenam
Laporan Layanan Informasi dan Dokumen lasi
[ Pasal 33
1) LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampai
; paikan oleh PPID
mbantu palin lambat 1 (satu) bulan setelah tlahun la;:sanaan
tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada PPID Utama
(2) LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampaikan oleh PPID
mbantu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun peluksanaan
tahun anggaran berakhir untul disampaikan kepada Komisi
Informasi Aceh.
[3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. baran umum kebijakan layanan Informasi  dan
okumentasi publik di Pemerinta n Aceh;
b. &mbaran umum pelaksanaan pelavanan Informasi dan
kumentasi publik, antara lain-
l.sarana dan rasarana  pelavanan  Informasi dan
Dokumentasi publik yang dimiliki beserta kandisinya,
2. sumber ~daya  manusia :;anﬁ menangani  pelayanan
'Iit;fnrmusl dan Dokumentasi publik beserta kualifikasinya;
n
3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik
serta laporan penggunaannya,
€. rmincian pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik yang
meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik:
2.waktu  yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik vang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yvang ditolak beserta
alasannya;
d.  rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliput:
I jumlah keberatan vang diterima:
Z.langgapan atas keberatan yang  diberikan  dan
pelaksanaannya;
3. j;umlah permohonan  penyelesaian sengketa ke Komisi
nformasi yang berwenang; dan
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan
ublik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
ruasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan
publik;
e.  kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan
Informasi dan Dokumentasi publik; dan
. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelavanan Informasi dan Do entasi.

(4] PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
salinan LLID kepada Komisi Informasi Aceh paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir

{5) Salinan LLID scbagaimana dimaksudkan pada  avat  (2)
ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat, Menteri " Dalam
Negeri  Republik  Indonesia dan  Menteri  Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.

Pasal 34

(1) LLID merupakan bagian dari informasi publik vang wajib tersedia
setiap saat.

{2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diumumkan kepada
publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3] LLID .../ 20
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(3] LLID sebaggimana dimaksud pada ayvat (2) d
Gubernur oleh atasan PPID. ) e Pl
(4) LLID sebagaimana dimaksud pada aval (3] akan dilaporkan oleh

Gubernur  sebagai  bagian dalam | .
Pemerintahan Dag;:ah ¥ Aperan - penvelenggaraar

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 35
Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh dilaksanakan
aleh PPID.
Pasal 36

Advokasi pengaduan dan Egyelcmian Sengketa Informasi  Publik
E_ﬂdﬂ Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh P D den melibatkan

Iro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan P[;ligana hukum
dan/atau vang dikuasakan.

BAB vill
TATA CARA PENETAPAN PENGECUALIAN INFORMAS] PUBRLIK
Pasal 37

(1) PPID Utama melaksanakan inventarisasi Informasi vang dikecualikan
berdasarkan usulan dari PPID Pembantu disertai dengan alasan.

(2) PPID Utama melaporkan inventarisasi Informasi vang dikecualikan
kepada Tim Pertimbangan,

(3] Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
PPID wajib melakukan pengujian mengenal konsekuensi vang
timbul apabila suatu Informasi dibenkan serta
mempertimbangkan sccara saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik sebagai Informasi Publik Vang
dikecualikan,

(4) F'cngl.gian mengenal konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permohonan Informasi Publik;

b. pada saat adanya Permohonan Informasi Publik: ataul

€. pada saat penyelesaian sengketa Informasi  Publik  atas
perintah Majelis Komisioner,

(5) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, Tim Pertimban i
dan PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain
yvang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Keterbukaan Informasi Publik.

(6] Hasil pengujian konsekuensi wajib menyebutkan ketentuan secara
jelas dan ‘tegas pada peraturan Jaerund_ung-undanggn vang
menyatakan suatu Informasi wajib dirahasiakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7] Hasil pengujian konsckuensi sebagaimana dimaksud pada avat [6)
disusun daiam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(8] Formut inventarisasi Informasi Publik yang [hkecualikan

scbagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2] tercantum
dalam Laxn(Fimn vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

(1} Dalam hal selurub Informasi dalam suatu dokumen [nformasi
Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID
dilarang membuka dan memberikan salinannva kepada publik

(4) Dalam hal lerdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan,
PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang
dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik vang akan
dibuka dan diberikan kepada publik

(3) PPID .../ 2]
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(3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagi n Info I de
suatu salinan dokumen In!‘urig-::ui Publik sgj . Faﬁﬁﬁ' u:ﬁﬂ:

mongecualikan  akses publik :
dokumen Informas s]tfubliﬂ]_'l terhadap  keseluruhan salinan

Pasal 39

(11 PPID  dapat melakukan pengubahan  status Informasi varng
dikecualikan. -

(2} Pengubahan status Informasi vang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat  dilakukan berdasarkan pengujian
konsekuensi dan persetujuan dari pimpinan Badan Publik

(3] Ketentuan mengenal  tata  cara ngujian  konsekuensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal STIxherlaku Stcara mutatis
mutandis  terhadap pengubahan  status  Informas VAang
dikecualikan, '

(4] ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsekuensi atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi vang D ecualikan sebagaimana
dimaksud ia aval (3) tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur (ni.

(5) Pengu]:]raha.n status  Informasi yang dikecualikan  melalui
Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan Statie
Informasi yang Dikecualikan.

[6) Ketentuan  mengenai  format  surat keputusan pengubahan
Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (5) tercantum dalam Lam iran yang merupakan bagian
tidak terpisihkan dari Peraturan Gu rour ini.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 40

Seluruh Informasi Publik vang berada di lingkungan Pemerintah Aceh
selain Informasi Publik vang dikecualikan ﬁagal diakses oleh publik
melalui  prosedur permohonan  Informasi ublik  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Standar Pengumuman
Pasal 41
(1] Badan Publik wajib mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) vaitu :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sccara
berkala;

b. Informasi vang wajib diumumkan secara serta merta; dan
¢. Informasi yang wajib tersedia setiap saal.
(2} Pengumuman Informas; sebagaimana dimalksud pada ayat (1) wajib:
& menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar:
b.  mudah dipahami; dan

€. mempertimbangkan penggunaan  bahasa vang digunakan
penduduk setempat.

(3) Pengumuman secbagaimana  dimaksud pada aval (1
disebarluaskan melalu:

papan pengumuman;
laman resmi (Website) PPID dan /atau Badun Publik;
media sosial PPID dan /atau Badan Publik:

Portal Satu Data Indonesia; dan/atau

Aplikasi berbasis teknologi informasi:

tadep

i4) Pengumuman ., /22
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{4) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat [gf wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.

(3) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud a ayat (4 ing sedikit dilen i d i
visual, danmu bmiﬁg.; paling gkapi dengan audio,

BAB X
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS!|
Pasal 42
Pemohon i i i
“Enal;ﬂ : hm[_l_l'lhl:'ﬂrt'_rlrmat dan Dokumentasi wajib memenuhi persvaratan
a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:
b. mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas;

€. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang
dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan
Dokumentasi vang dapat dipertanggungjawabkan: dan
e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembavaran

untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biava vang
enakan tergolong wajar.

Pasal 43
(1) Permohonan Informas: Publik dapat dilakukan secara tertulis atau
tidak tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon harus:
8. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan identitas diri; dari
¢. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabils
dibutuhkan,
(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
paling kurang memuat:
nomor pendaftaran ;,ranE diisi  berdasarkan nomor serelah
permohonan informasi publik diregistrasi;
nama,
alamat;
pekerjaan;
nomor telepon/email,
rincian informasi vang dibutuhkan:
tujuan pengunaan informasi:
cara memperoleh informasi;
cara mendapatkan salinan informasi;
nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah
Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau
kuasanya;
nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau
nomor surat Egputusan engesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan Haﬂ Asasi Manusia;
. alamat;
nomaor telepon /e-mail;
pekerjaan;
surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik
dikuasakan kepada pihak lain;
rincian Informasi vang diminta;
tujuan penggunaan Informasi;
cara memperoleh Informasi; dan
cara mendapatkan dan mengirimkan salinan informasi.

F Trpmoerang @

mTeno posgy
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(4] Dalam hal  permohonan dm{u}m sccara  lidak m i

(5

(6)

7

(1)

(2

(3)

|

(maksud pada ayat (1), PPID membanty dan

memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir
honan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam
register permohonan informasi.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus

maka dapat dibantu oleh Pe s Pelayanan Informasi dalam

pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.

Buku register permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling
kurang memuat:

nomor pendaftaran permohonan;
tanggal permohonan;

nama pemohon informasi publik;
alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/email;

Informasi Publik yang diminta; dan
h. tujuan pengunaan informasi,

Format Formulir dan Buku Register sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dan aymgmmmum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

mopanop

Pasal 44

Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email.
Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai
bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:
a. mencantumkan identitas  vang  jelas dan  dapat
dipertanggungjawabkan;
penguasaan permasalahan vang dimohon;
latar belakang keilmuan/keahlian;
. mempunyai pengalaman di bidang yang dimohon; dan/atau
- mempunyai relevansi atas substansi yang dimohon.

ormasi ik d uan untuk jlan,
Emal?sr::n p\[:?'srgaw;n,]}u l:lﬁ:mlmsgiﬁ?al.mpenﬁliﬁnn, pcif}*nj::!ﬁ; n,
pengumpulan data, pendampingan, mengawal serta tugas akhir
dan sejenisnya harus melatglcrir kerangka acuan kerja atau’
proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal
waktu kegiatan, serta tim ynncF terlibat, sesuai dengan tujuan
permohonan informasi dimaksud.

Pasal 45

noo o

(1) Terhadap permochonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
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Pasal 46

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat
dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

4. membesikan akses bagi pemohon untuk melihat Informas:
Publik yang dibutuhkan di tempal vang memadai untuk
rdi}emﬁaca dan/atau memeriksa Informasi Publik vang

mohon;

b.  memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informas:
Publik ditolak: dan

€. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan
keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki

(2] Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi,
PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

8. pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk membaca
dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon:

b. pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan Informasi
vang dibutuhkan;

€. pembenian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan
Informasi Publik vang dikecualikan apabila permohonan
Informasi Publik ditolak; dan

d. pemberian Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan

serta formulirnya.

(3] PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik se mana
dimaksud pada avat (1) dan ayat |2J dibantu dalam melengkapi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat
3 (tiga) hari kerja sejak:

a. diajukan permohonan Informasi Publik yang disampaikan
secara langsung. ;

b. diterima permohonan Informasi Publik vang disampaikan
secara tidak langsung.

(4) PPID  wajib memastikan  permohonan  Informasi Publik
scbagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2 tercatat dalam
buku register permohonan sete Pemuhon Informasi Publik
melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap,
PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.

(6) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi
Publik dalam jangka waktu paling lama 3 ILiFa] hari sejak surat
keterangan tidak lengkap di:erimirﬁlcmnhun niormasi Publik.

(7) Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan
perbaikan Permintaan Informasi Publik vang diajukan, PPID
memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi
Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik
yvang diajukan.

Pasal 47
(1) PPID wajib men paikan pemberitahuan tertulis yvan merupakun
] jawabaanermﬁnyt%hmAceh ati}:: setiap permohonan infum;gmai publik.
2] Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berisikan:
4. informasi publik yang diminta berada di bawah kewenangan /
penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan instansi yaniz berwenang/menguasai
informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak
berada di bawah penguasaannya;

€. menerima atau menolak permohonan informasi publik beserta
alasannva;

d. bentuk informasi publik yang tersedia;

e. biaya ... /25
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(4]

(5)

(6)

171

(8)

(9)

(10)

(1)

Iaﬂﬂ-mmn-.-clw¢rﬂx -
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€ biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan
Informasi Publik yang diminta:

[. waktu yvang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik
yang dimohon;

8 penjelasan atau penghitaman/pengaburan informasi v
dimohon bila ada; e e e

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian  atau
seluruhnya; dan

i. gcnjclasan apabila informasi tidak dapai diberikan karena
ukan kewenangannya, belum dikuasai atau  belum
didokumentasikan.

Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan sebagian atau

seluruhnya pada saat rmohonan dilakukan, PPID wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada avat (1) bersamaan dengan informasi publik yang dimohon

Dalam hal informasi publik yang dimohon, diputuskan untuk

diberikan sebagian atau seluruhnya namun tdak disampaikan

pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyumpaikan

Embcntahuan tertulis dan informasi publik yang dimohon

epada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu vang vang

ditentukan dalam ketentuan peraturan perun ang-undangan.

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib

menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  sekaligus  dengan

Keputusan PPID mengenai penolakan permohonan informasi
utusan PPID mengenai penolakan permohonan informasi aleh

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat:

. nomaor pendaftaran;

nama;

alamat,

pekerjaan;

nomor telepon / e-mail;

informasi yang dibutuhkan;

keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

alasan pengecualian; dan

konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi

dibuka dan d:tl::nrﬁmn kepada Pemohon Informasi.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beserta informasi publik yang dimohon disampaikan paling lama

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara

langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran

disampaikan sekaligus dengan pemberitahuan tertulis.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan

informasi  publik dimohon dan/atau belum dapat

memutuskan armknhi ormasi yang dimohon termasuk informasi

publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan

waktu dengan pemberitahuan tertulis beserta alasanya.

Perpanjangan schaganimana dimaksud pada ayalt (9) beseria
nr’;faxi];pa;‘aan infnr&lai publik iang dimohon dilakukan paling

m-na 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan

tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (7) dan tidak dapat

diperpanjang.

Format keputusan penolakan dan Xemberitahuan tertulis

scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum

dalam Lampiran dan Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

mFmopanoe
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Pasal 48

(1) PPID dan/atau Petugas Informasi wa_lih mencatat nama, Nomor
Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informas:
Publik, subjek dan format informasi serta cara nyampalan
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi PubIlE

(2) PPID dapfatap Petugas Informasi wajib mencatat permochonan
informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis,

(3) PPID dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda buku

, penenmaan permohonan Informasi Publik sebag;{mana dimaksud

pada ayat (I  dan ayat (2) berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.

\ (4] Dalam hal permohonan disampaikan secara langs atau melalu

surat elektranik, nomor pcncm‘jmran diberikan ﬁ penerimaan
permohonan.

(5] Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman
p-:\rmor pendaftaran dapat diberikan sekaligus dengan pengiriman
informasi.

(6) Qal&m Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh} har kerja sejak
diterima permohonan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta, berada di bawah kewenangan)/
penguasaannva ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi
dengan  alasan sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

c. alat penyampai dan format informasi vang akan diberikan,
dan/atau

. d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi
vang diminta, :

(7] Dalam hal pemohon bermaksud melakukan pen$andam1 atau
perekaman informasi publik, maka pemohon inlormasi dapat
melakukan penggandaan atau perekaman.

(8] Pemohon Informasi Publik dibebankan biaya salinan penggandaan
atau perckaman dan/atau pengiriman informasi dan biaya
per:agﬂurumn izin pemberian informasi publik yang di dalamnya
terdapat informasi pihak ketiga.

(9) PPID wajib memberitahukan Badan Publik yang berwenang/
menguasal informas: yang diminta apabila informasi vang diminta
tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang
:;}me!;-ima permintaan mengetahui beradaan informasi vang

imohon,

(10) Dalam hal permchonan diterima aelumhm atau scbagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(11) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi vang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan
disertal alasan dan materinya.

(12) PPID dapat memperpanjang wakiu untuk  mengirimkan

Eembcrita uan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama

{ltﬂjuh} hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.

Pasal 49
(1) Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persvaratan
sebagai berikut:

a. Pemohon Informasi Publik wajib mﬂmg&;kan identitas pada
saal mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan
Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

b.Pemohon [nformasi Publik orang peroran paling sedikit
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat.

c. Pemohon .../ 27
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c. Pemohon Informasi  Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukﬂm yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia,

d.Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan
fotokopi kartu tanda penduduk surat keterangan kependudukan
pemberi kuasa:

. €. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

f. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentas:
yang dibutuhkan; ‘ ! .

g mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi vang dapat dipertanggungjawabkan: dan

h. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran
untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biava
yang dikenakan tergolong wajar-

(2) Permohonan Informasi Publik scbagaimana dimaksud pada aval
1) huruf d dapat dikuasakan kepada pithak lain vang cakap di
adapan hukum.

(3) Dalam hal Permohonan Infomasi Publik dikuasakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan Informasi
Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi metera
yvang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X1
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 50

(1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana
dalam mendukung pelavanan - informasi publik di lingkungan
Pemerintah Aceh.

(2) Sarana dan prasarana yan dapat digunakan dalam mendukun
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Ace
sebagaimana dimaksud avat [1) antara lain:

&. peralatan pengolah data (editing unit) linier dan non linier baik
manual maupun digital,

b. kamera video dan foto:
C. F;_l:!amn belajar mengajar yang berbasis multimedia

yektor LCD, Computer, Printer dan Laptop, scaner, mesin
oto copy);

d. ruangan dengan teknologi jaringan berbasis internet.
e. laboratorium design grafis visual dan percetakan;
[. perangkat komunikasi (telepon, faksimile);

g lemari arsip (leman file tercetak maupun server untuk file
dalam bentuk digital);

h.situs resmi; dan
1. sumber dava manusia.

(3] Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana
Permohonan  Informasi  Publik dengan  memperhaukan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(4) Sarana dan prasarana Permohonan Informasi Publik ha§i
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilafl:nakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAE XlI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN PENATAAN DAN LAPORAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 51
(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian penataan
PLID Kabupaten/Kota.

{2) Pembinaan .../ 28
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(2) Pembinaan dan pe dialian seb dimaksud
T (1) dilakukan mclah?ﬁm agaimana dimaksud pada ayat

a. fasilitasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas PPID; dan
€. monitoring dan evaluasi.

BAB XlII
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN FASILITASI
SENGKETA INFORMASI
. Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasal 52

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dal
hal ditemukannya alasan sebagai beril Sgal eberatan dalam

a. penolakan atas permohonan informasi publik sesuai
peraturan perundang-undangan;
tidak disediakannya informasi berkala;
tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
permohonan informasi publik tidak ditanggapi sebagaimana
yang diminta;
e. tdak dipenuhi permohonan informasi publik;
. pengenaan biaya vang tidak wajar; dan/atau

. n ian _informasi publik yang melebilu waktu
< dpfatmg!anm Peraturan h':hl::I:ui-rnuryini.E = i

(2) angq{gan keberatan sebagai dimaksud pada avat (1)
ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada pihakﬁ%smn yang cakap di hg:?apanyhulium.

Pasal 53
(1) PPID wajib’' mengumumkan tata cara ngelolaan  keberatan
disertai dengan nama, dan nomor kontak P}Ef]l
(2) PPID dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam
menerima lieberatan sesuai dengan kemampuan sumber dayva
vang dimilikinva.

i

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 54

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,
PPID wajilb membantu pemohon informasi publik van
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untu
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat:

nomor registrasi pengajuan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

tujuan penggunaan informasi publik;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan;

identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1);
g. kasus posisi Pemohon Informasi Publik;

fpgp
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h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh
petugas;

I. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik van
mengajukan keberatan: dan e

j- nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan.

(4] PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan se imana
dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik vang
mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima
pengajuar.

(5) Format formulir i-:cbemtar} sebagaimana dimaksud pada avat (1}
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Format forniulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Juga berlaku terhadap penyediaan sarana pengajuan keberatan
melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 55
[1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam registrasi keberatan,

(2) Registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
kurang memuat:

d. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimnya keberatan,

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau
kuasanya yang mengajukan keberatan:

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

informasi publik vang diminta;

tujuan pengunaan informasi;

alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat'lll:

. keputusan atasan PPID;

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

nama dan posisi atasan PPID; dan
k. tanggapan pemohon informasi.

(3} Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan gian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

o menp

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 56
(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk
kv:]I:Jutusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
kuasa paling lama 30 (ti puluh) hari kerja sejak di catatnya
pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat :
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b.  nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. t&nﬁzf:n{jmmban tertulis atasan PPID atas keberatan yang
diaj ;

d. perintain atasan PPID kepada PPID untuk memberikan
sebagian atau seluruh informasi publik vang diminta dalam
- hal keberatan diterima; dan
€. jan waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud
pada huruf d.
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksue
pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 57 .../30
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Pasal 57

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
t'lgng menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
rhak mengajukan permohonan penyvelesaian sengketa informasi
E‘I:.ltbllk pada Komisi lnfungasi Aceh atau lembaga lain sesuaj
entuan peraturan perundang-undangan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak iterimanya keputusan atasan PPID.

Bagian Keempat
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 58
(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Aceh
sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa
informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak
menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2) Penglyuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada avat
l) dilakukan pemohon informasi ilam waktu paling lama 14

empat belas) hari kerja setelah diterimanyva tan n tertulis
danpztasan PPID. * ¥ S

Pasal 59

(1) Gubernur melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa

informasi.

(2) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa [nformasi juga
berfungsi se I surat kuasa untuk bersidang mewakili
Pemerintah Aceh di Komisi Informasi Aceh sesuai dengan
kewenangannya.

{3) ‘E!m r“ﬂi;'fi “FP keta informasi diketuai oleh PPID Utama dan

ranggotakan D Pembantu, pejabat yang menangani bidang

hukum dan chlnhat fungsional serta pejabat/stal lainnva sesua
dengan kebutuhan.

(4] PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa
informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama
PPID Pembantu terkait, pejabat vang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional dan pihak lain vang dipandang periu.

(3] Mekanisme kerja tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
diatur oleh Timlerdaanrkan arahan Atasan PPID.

(6) Tim melaporkan oses fcnanganan dan hasil penyelesaian
sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X1V
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Pasal 60

(1) FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID
Provinsi dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah
Kabupaten /Kaota.

(2) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi, pembinaan  dan
pengawasan FKPPID.

(3) FKPPID Tingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 61

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XV1 .../21
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BAR XV1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelavanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita

Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 97) dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku.

Pasal 63
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang men tahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

di Banda Aceh
angeal, 17 Januari 2023
' 24 Jumadil Akhir 1444

Diundangkan di Banda Aceh

da tanggal, 17 Januari 2023
e 4 Jumadil Akhir 1444
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PLID PEMERINTAH ACEH

Gubernur

Pengarah

Sekretans Daerah

Atasan PPID

l

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian

PPID Utams

L ]

Kepala Bidang Pengelolaan
Layanan Informasi Publik

Pelaksana Harian PPID Utama

RE— L 1 . L ]
Pengelolaan Fasilitas:
Pelay e Data dan Penvelesaian Pengclulg
Informasi dan Klasi ; . Aplikasi
; asifikasi e Database PPID
Dokumentasi Informasi Informasi =

PPID Pelaksana
Satuan Kerja Perangkat Aceh
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PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik)

NOMOR.... TAHUN....
TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ...... TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan

dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
Publik.

b. bahwa Informasi Publik vang Dikecualikan

bersifatr ketat dan terbatas.

¢. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan

berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Nomor........
Tahun............ . dasar hukum atas
dikecualikannya informasi tertentu periu
dilakukan pengubahan.

- bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan
Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan,

 MENGINGAT

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor




61, Tambahan Lembaran Negara Republile
Indonesia Nomor 4B46);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 |
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5144

3. Peraturan Komisi Informasi Noemor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun...
Nomor..., Tambahan Berita Negara Repubiik
Indonesia Nomor...|;

MEMPERHATIKAN

l. Penetapan PPID Nomor......... Tabhum........
tentang Pengeculian Informasi.........

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
Tahun.............

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas
Pengubahan  Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Nomor. Tahun

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

FENGUBAHAN KLASIFIKAS! INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN FPPID
NOMOR........ TAHUN....... TENTANG KLASIFIKASI
INFORMAS| YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

* | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran

i merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: | Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan

Klasifikasi  3hformasi yang Dﬂ:r.malikang
Nomer....... Tahun yang tercantum dalam|
lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan |




dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik




FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

[RANGEKAP DUA)
[nams badan publik dan alamat. nomar telepon, falesimili, email (jika adaj]
Logo No. Register: .........
Badan
Publik FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
ANE tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi
Nama i

Mamor KTP ( sesuai KTP )
Alamat

Pekcnean
Nomor Telepon /E-Mail
Infarmnsl yang dibutuhkan

Dinas yang dituju
Alasan Permintaan

Nama Pengguna Informasi

Nomur KTP ( sesual KTP | *
Alamut Pengguna Informas|

Nomor Telepon /E-mail
Tujiinn Penggunann Informasi

Carn Memperaleh 1 Langsung; 2. Website; 3. E-mail; 4. Fax;
Formit Bahan Informasi i Tercetak; 2. Terelkam:

Carn Mendapatkan Salinan 1. Langsung; 2 ViaPos: 3 E-mail:

Informasi

Dats dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesumi dengan ketentuan perundarnig!
undungan yang berfaku.

Banill: Aoty . coccrsviivisssmsssssiisiinnis 2022
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Tnformas:
[ Penerima Permohonan |
licessssnstssmmmessrensmnrnsusmssrnnsimisinsssnias isnsssy ] { Ty e RS o = A S Reeee |
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tands Tangan
K teringan

i aleh petugns berdasarkan nomor regstas permabionan Informasi Pubik
“ IMlih salah satu dengan member) tands |




Di Balik Formulir Permabonan Infornuasi
Dicerak informasi beriln:

Hiak-hak Pemohon Inform asi

Berdasarkan Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informes Publik

1.

it

v

¥l

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Pulilik kecuali (a) informasi yang apahila dibuka dan diberikan kepada pemohon informas
dipat Menghambat proses penegalcan hulkum; Menganggu kepentingan perlindungan hak
atis kekayaan intelektusl dan  perlindungan darl persaingan usaha tidak sehat:
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara: Mengungleap kekayaan alam Indonesin
Merugikan ketahanan ekonomi nasional: Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
Mengungkap isi akta otentik yang bermfat pribadi dan kemauan terakhir amaupun wasial
srwenrang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik
ann imira Baden Publik vang menmurut sifatnya dirahasiakan kecuall atas putusan Romisi
iminrmasi stan Pengadilan; Informas yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
unding. (bl Badan Publik juga dapai ndok memberikan informasi yang belum dikuasai
atiul didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMAS| BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID, Bila tanda bukt permohonan miprmasi
titlih diberikan. tanvakan kepada petugas informas alasannya, mungkin permmtaasn
njor masi anda kurang lenpkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau
titlnknyn permohonan informasi dalem jangka wektu 10 [sepuluh) hari kerjn scjnk
diterimanyva permohonan informasi oleh Badan Publik Badan Publik dapat memperpanjang
wikiu untuk memberi jawaban tertulis | x 7 hari kerja, dalam hal: informasi vang diminta
belum dikuasal /didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi vang diminta
termasuk informast yang dikecuslikan stau tdak,

Binyn vang dikenakan bag permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat Keputusan
Pimpman Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan
Publik)

---------------------------------

Apahila Pemchon Informas tdak puas dengan keputusan Badan Publik (misal' menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi
dapni mengajukan keberatan kepada ainsan PPID dalam janglka walmu 30 (tign puluh) han
kerin sejak permohonan informasi ditelak/ditemukannya alasan keberatan lamnya Atasan
PPIN wajib memberikan tanggapan tertulis atas Keberatan yang digjukan Femohon
lalormosi selambat- lambatoya 30 (tga pulub) han kerja sejak  diterimn/dicatatnya
pesggijuan keberatan dalam register keberatan

Apolila Pemohon Informas tidak puas dengan keputusan Atasan  FPID.  meaka
pemohon informasi dapat mengajuSkOan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka
waktii 14 (empat belas) had kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon
Indrmasi Publik.




FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI

PUBLIK
i [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimill, email [jiks adal|
mﬂ“"iﬂ SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN
Mo. Pendallaran: ® .o

Nama
Alamat
Momar Telp/email
Rincian [nformasi yangdi PUTLhIEN © ..ooiiimmmmemimmms st

PPID memutuakan bahwa Informasi yang diminta adalah

INFORMASI YANG DIRECUALIEAN

Pengecunliin Informasi didasarkan pada alasan :

Pasal 17 Huru! ...... UU Keterbuknan Informasi
Publik **
D Pasal ... Undang-Undang ....... *** -

Bahwa beriiasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekucns sebagai berikut:

Dengan «emikian menyatakan bahwa:

PERMINTAAN INFORMAS] DITOLAK

Jika Perminhon Informasi keberntan atas penolakan ini maka Pemohon Informam dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (bga puluh) hari kenja '
scjak menerima Surat Keputusan ini .

............. {Tempat), ... tanggal, bulan, dantahun | ****|

Keterangin:

. Diisi aleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

- Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualinn pada Pasal 17 hurufa - i UU KIP

s#+  Sowuni dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, 4 iisi oleh PPID sesuai dengan pasal
prtigecualian dalam undang -undang lain yang mengecualilkan informasl vang
dimuhon tersebut (sebutkan pasal dan undang -undangnya).

sss+  [5) oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan
tr1ulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.
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PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
\ (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR... TAHUN....
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMAS| YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG .| a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh seuap Pengguna Informasi Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat|
ketat dan terbatas,

¢. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang

! diambil,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurul ¢ maka
periu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Daokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :|1 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484862},

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14




Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik |Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nemor...,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Nomor.....);
&, Detiaiie
MEMPERHATIKAN | : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ...ini
. merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.......... Tahun

yang tercantum dalam lampiran. ... merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal

Pejabat Pengelola [nformasi
dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
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KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.12.18.1/726/2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH




GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.12.18.1 /326 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903 /78 /2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTAS|

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
GUBERNUR ACEH,

. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Romunikasi, Informatika

dan Persandian Aceh Nomor 500.12.18.1/031/2025 tanggal 15
Januari 2025 perihal Pengajuan Kepgub, perlu menyesuaikan
kemball susunan personalia Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, schingga
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diubah kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/
78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh;

. Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2008 tentang Informasl dan

+ Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

9.

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

10. Peraturan .../



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

REDUA

10. Peraturan Komisi Informas: Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor ! Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

12, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Qanun Acch Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;

13.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik;

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem I[nformasi Aceh
Terpadu;

Reputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.12.18.1/158/2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomaor
903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Lampiran | dan Lampiran Il Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/
78/2022 tentang Penctapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 500.12,18.1/158/2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903 /78/2022 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran [l yang merupakan bagian lidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

1 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januan 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 1 2025

SALINAN - dari heputusan ini disampaikan kepada:
Menterl Dalam Negeri RL

Menteri Komunikasi dan nformasi R

hetua Dewnn Merwakilan Rakyat Acely

Para Kepala SKPAS
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LAMFIRAN |

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 500.12.18.1/316 (2025

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS H"EFUTUSAH

GUHERNUR  ACEH

NOMOR 4‘!5 é

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENG
INFORMASI DAN DOKUMENTAS| DI I.IHGKUNGM&

PEMERINTAH ACEH.

SUSLINAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS|

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

’ KEDUD
N:] - NAMA/DINAS DMU%IN
4 a
1 | Gubernur Aceh Fembina
| 2 Sekretiaris Daerah Aceh mh |
| TIM PERTIMBANGAN 'J
1 [ Asistenn Mnumnnu Umiun Sekda Aceh | Ketua
| 2 | Asimten F:mrnnuhm, Keistimewnan Aceh dan Kesra Sekda Aceh [ Anggota
3 | Asisten I‘nthunm.m dan thbﬂnﬂ&m Sekda Aceh I Angpota
4 | Hepali itiro Hukum Serda Aceh | Anggota
PEJABAT PE jGELﬂM INFORMAS! DAN DOKUMENTASI FPPID UTAMA o
1 | Kepali nas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh | PPID Utama |
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA I
1 Ihegllﬁwﬁdminmmhnpinmﬁﬂdn.nuh PPID Pelaksana 1
2 | Sekretaris inspektorat Aceh FPPID Pelaksana
' 3 | Sekreiuris Badan Penanggulangan Sencana Aceh FPID Pelaksana
4 | Sekreiaris Badan Perencannan Pem inan Dasrah Aceh PPID Pelaksana
| 5 | Sekretaris Badan Pengrlolaan H:eunigm Acch | PPID Pelaksana
6 | Sekretaris Badan Keﬁmmm | PPID Pelaksana
7 | Selaviars Hadan Pmmhmm Sumber Ua.:-,'a Manusia Aceh | PPID Pelaksana
8 | Selaviuris Dinas Fendidikan Aceh | PPID Pelaksana |
9 | Selxetans Dinas Kesehaian Aceh | PPID Pelaksana
10 | Selaeinns Dinas Pekerjaun Umum dan Penataan Ruang Aceh | PPID Pelaksana
11 | Sekretanis Dinas Pengairan Aceh | PPID Pelaksana
12 | Sekretaris Dinas Perumahin Rakyai dan hawasan Permukiman Aceh PPID Pelaksana
13 | Sekretaris Dinas Sosial Acein PPID Pelaksana
14 | Sekretans Dinas Teniga iu-tju din Moiebtas Penduduk Aceh PPID Pelaksana
15 | Sekretaris Dinas Pangan Aceh PPID Pelaksana
| 16 Scnﬂa_{‘-;-__gg__m_t Lm:lrm_:pn Hioup dan Krhutamm Aceh PPID Pelaksana
17 | Selaetaris Duias Registras hﬂpcmd.ud.ulﬂ.u Acen PAID Pelaksana |
18 | Sekretars dumas Pemberanyaan Masyarakar dan Gampong Aceh FPPID Pelaksana
19 snh-rlmm Hmas Puhumag_g_!nﬁreh PPID Pelaksana
20 | Sekretaris Dmas Komumkasi, Informarika dan Persandian Aceh | PPID Pelaksana
21 | Sekretnris Dhas 'lmrl-vnal. TJeahn Kecil dan Menengah Aceh ' PPID Pelaksana
22 | Sekyciars Dunas Penunaniun Modal dan Pelayanan Terpadu Sani Pintu Aceh PPID Pelaksana
23 | Sekretaris Dinas  Pemnudn dan t_,rmhrm;a Aceh | PPID Pelaksana
24 | Sekretars | ﬂnmm Rebadavaan dan Pariwisata Aceh PPID Pelaksuna
25 | Selerriin « Omas Perpustukaun dan hearsipan Aceh PPID Pelnksana
26 | Sekretui s Dinas Kﬂauu-r dan Perikanan Aceh PPID Pelaksana
27 | Sekreun s Dinas Perianuen gan Perk=iunan Aceh | PPID Pelnksana
28 | Sekreiir s Dhnas Fretsrnakan Aceh | PAID Pelaksana
25 | Sekrei s Cnas Encig A Sumber Deys vineral Aceh PPID Pelaksana
30 | Sekrrivi s Duas Perindusirian dan #:oodapangan Aceh PPID Pelaksana
31| Sekrei.us Situan Pousi | smong Praga den Wilayarul Hisbah Aceh PPID Pelaksana |
32 | Sekretiw s Badin Nesatiiin dangss dun Folink Aceh Pri0 Peiaksana
33 | Sakretirs um::r.a-nm imba Acei PriD Pelaksana
34 | Sekretars Dhnas P'!"'I.llll.l.ll-m‘l'l. T‘lm‘nq r'1u o D Pelaksana
35 Sukrcmra Lhnins ‘ﬂrultuu o ';ﬂlﬂ - _I_:'_F[ﬁ Pelaksana |
{
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| 1 ——— ) |
36 | Kabag Perarturan dan anungtmd‘.n::gm DPRA PFID Pelaksana
37 | Kabid E&ﬁw Gmdmw Dinas Pemberdaynan PFID Pelnksana
| 38 | Kabag Hukum dan Kemunikasi Publik MPU Aceh PPID Pelaksans
39 | Kabid Informasi dan Dokumentas Majelis Adar Aceh PPID Pelaksana
| 40 | Kabag Hukum dan Hubungan Umat Sekretariat Baitul Mal Aceh PPID Pelaksana
‘ _31 ] Kabag Persidangan dan Kerja Sama Antar Lembaga Majelis Pendidikan Aceh] PPID Pelaksans
| 42 mguum,ﬂmmmhm&mmmwkeh PPID Pelaksana
| 43 | Kabid kera Sama dan Humas Wall Nanggroe Aceh PPID Pelaks=na
44 | Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh PPID Pelaksana
35 | Kabag Tata Usaha Rumah Saldt Jiwa Aceh PPID Pelaksana
46 | Kabag Tata Usaha Rumah Saldr |bu dan Anak Aceh PPID Pelaksana
47 | Kasubibag Tata Usaha Badan Penghubung Pemenntah Aceh PPID Pelaksana
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